




POLITIK EKOLOGI PADA ARAS  LOKAL 
(Studi Kasus Rencana Pembangunan Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan 









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 JURUSAN ILMU POLITIK 












Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 
Nama  : Faizal Oktavian 
Nim  : I01216008 
Progam Studi : Ilmu Politik. 
Judul   :Politik Ekologi Pada Arus Lokal (Studi Kasus Rencana 
Pembangunan   Pengelolahan Limbah Bahan, Berbahaya dan 
Beracun di Desa Tlogoretno Brondong, Kabupaten Lamongan) 
Menyatakan sesuai ,dengan sesungguhnya bahwa. : 
1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun 
untuk mendapatkan gelar akademik apapun.: 
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya, secara mandiri dan bukan 
merupakan plagiasi, atas karya orang lain., 
3) Apabila skripsi dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan, sebagai 
hasil plagiasi, saya bersedia; menanggung resiko, segala konsekuensi 
hukum yang terjadi.”; 
Surabaya. 21 Juli 2020 
Yang menyatakan 
 










Setelah melakukan kegiatan pembimbingan, arahan dan koreksi serta evaluasi 
penulisan skripsi yang ditullis oleh : 
Nama  :  Faizal Oktavian 
NIM  : I01216008 
Progam Studi : Ilmu Politik 
 
Dengan berjudul: “Politik Ekologi Pada Aras Lokal (Studi Kasus Rencana 
Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Bahan Berbaya Dan Beracun Di Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” sebagai dosenpembimbing, 
saya menyatakan perihal peneltian skripsi tersebut disempurnakan dan layak untuk diujikan 






















Skripsi oleh Faizal Oktavian dengan Judul “Politik Ekologi Pada Aras Lokal (Studi 
Kasus Rencana Pembangunan   Pengelolahan Limbah Bahan, Berbahaya dan 
Beracun di Desa Tlogoretno Brondong, Kabupaten Lamongan)” telah 
dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 
Agustus 2020. 
TIM  PENGUJI  SKRIPSI 
Surabaya, 19 Agustus 2020 
Mengesahkan 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 




































 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, 
saya: 
 
Nama  :  FAIZAL OKTAVIAN 
NIM  : I01216008 
Fakultas/Jurusan : FISIP/ ILMU POLITIK 
E-mail address :  faizal.oktavian96@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya 
ilmiah : 
√ 
     Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain 
(……………………………) 
yang berjudul :  
 
Politik Ekologi Pada Arus Lokal (Studi Kasus Rencana Pembangunan   Pengelolahan 







beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-
kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk 
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
KEMENTERIAN AGAMA 







Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak 
Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
      Surabaya, 04 oktober 2020. 
                        

























































Faizal Oktavian, 2020, Politik Ekologi Pada Aras Lokal (Studi Kasus Rencana 
Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Bahan, Berbahaya dan Beracun di Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong kabupaten lamongan) Skripsi Progam Studi Ilmu 
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Banyak kasus lingkungan tercemar limbah dan mempengaruhi kesehatan 
manusia, pada hakikatnya masyarakat sekitar paling dirugikan, ketika lingkungan sudah 
terkontaminasi limbah akan mengalami kerusakan ekologi lingkungan, secara otomatis 
limbah akan mencemari sumber air, air tanah, serta tanaman di lingkungan sekitar, dari 
sudut pandang kepentingan perkonomian, industrialisasi memang penting jugauntuk 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilistas. Namun industialisasi limbah B3, bukanlah solusi 
maupun langkah tujuan akhir, pembangunan hanya salah satu upaya strategi 
kepentingan elit pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dengan mendeskripsikan berbagai temuan yang ditemukan oleh peneliti, 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dengan teknik 
snowball samplingyang diperoleh bertanya lebih lanjut kepada informan sebelumnya 
mengenai siapa saja yang patut diwawancarai untuk memperoleh informasi yang valid 
dan relevan. Teori yang digunakan dalam melihat kasus ini adalah Teori Politik Hijau 
Burchill dan Linklater. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terjadi perbedaan 
pandangan dari unsure birokrasi desa yang bermuaranya pada penyikapan yang 
dilematis, sedangkan dari unsur masyarakat sekitar menolak dengan adanya 
pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di desa Tlogoretno kecamatan brondong 
kabupaten lamongan. 
Kata Kunci : Politik Ekologi, Industrialisasi, limbah B3 
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A. Latar belakang 
Pada dasarsnya sesuai dengan raperda Jawa Timur mengenai 
regulasi Perda No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) pasal 48 ayat (6), bahawasanya kabupaten lamongan bukan 
termasuk perencaan dan pijakan dalam kategori pembangunan pabrik 
limbah pabrik B3, dalam aturan tersebut yang berbunyi:  dalam perencaan 
pengembagan TPA regional meliputi Kabupaten Gresik melayani Kota 
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Malang Raya yang 
melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, Mojokerto  
yang meayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Madiun yang 
melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Kediri yang melayani 
Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri, Blitar yang melayani Kota Blita dan 
Kabupaten Blitar, Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten 
Pasuruan, dan Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan 
Kabupaten Probolinggo. 
Telah banyak kasus lingkungan tercemar limbah dan 
mempengaruhi kesehatan manusia, pada akhirnya masyarakat sekitar 
paling dirugikan. Ketika lingkungan sudah terkontaminasi limbah, dan 
mengalami kerusakan yang parah, alam akan merespon berupa bencana 



































pada saat limbah berada ditanah, Dalam pemasifan sektor ekonomi dengan 
berjalannya suatu industri manakala bisa mencemari sumber air maupun 
tanaman di lingkungan sekitar. Dan limbah pun jikalau tanpa di sadari 
terkontaminasi dengan air dapat membahayakan dari manusia jialau 
manusia meminum dan tersentuh langsung atau termakan oleh binatang 
laut seperti ikan yang akan di konsumsi oleh manusia bahkan limbah b isa 
menguap ke udara dan terhirup oleh manusia. Dan tentu menjadi suatu 
kesadaran umum jikalau menghirup udara segar yang terkontaminasi oleh 
limbah bahan berbahaya dan beracun. 
Berpacu dalam regulasi UU No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam 
menjawab tantangan globalisasi yang semakin masif dan meningkat 
seiring dengan adanya perubahan iklim atau cuaca dam semakin di 
perparah dengan turunnya kualitas hidup dari manusia yang berdampak 
buruk bagi manusia. Mempunyai jaminan skecara hukum bagi warga 
sekitar dalam memberikan perlindungan bagi setiap insan manusia yang 
mendapat kelayakan hidup yang nayman dan sehat. Dan tidak terlepas dari 
perlindungan ekosistem lingkungan. Yang di maksud dengan adanya 
limbah B3 adalah zat, energy, dan komponen lain yang jumlahnya secara 
langsung maupun tak langsung dapat mencemarkan lingkungan dan juga 
dapat merusak lingkungan hidup bagi makhluk hidup lainnya. Limbah 
yang berbahaya dan beracun adalah suatu usaha atau kegiatan yang 
berpotensi berbahaya dan beracun adalah sisa dalam suatu usaha untuk 



































membuang, menempatkan dan memasukkan limbah atau bahan dalam 
jumlah, konsentrasi waktu, dan lokasi tertentu dengan adanya persyaratan 
tertentu di media lingkungan hidup tertentu. 
Pemasifan dalam perkembangan di dunia industri di Indonesia, 
semakin pula banyaknya para pelaku industri dari proses produksi 
menghasilkan suatu limbah, khusnya tanpa terkecuali dengan adanya 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).  Namun yang di sayangkan 
oleh masyarakat karena alasan dengan pertumbuhan sektor ekonomi 
terkadang pemerintah tidak mengindahkan atau memperhatikan aspek 
kelestaraian lingkungannya, bahkan dengan cara eksploitasi sumber daya 
alam secara misal dan ugal - ugalan demi suatu pertumbuhan 
perekonomian sesaat, tetapi justru mengorbankan lingkungan tempat 
warga hidup berteduh. 
Negara yang masuk dalam kategori Negara berkembanmg inilah 
yang menjadi suatu landasan dalam pembangunan perekonomian secara 
masif guna mencapai Negara maju. Sebagai halnya penyedia dalam 
membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi dampak kemiskinan 
menjadi pembangunan perekonomian yang belum ada pengkajian secara 
khusus menjadi mendesak. Sementara program 2 anak cukup di rasa  
masih belum ada maksimal dan pertumbuhan jumlah penduduk semakin 
banyak dan para pencari kerja semakin banyak. Pemasifan dalam 
pertumbuhan perekonomian menjadi jalan satu – satunya melalui 
eksploitasi sumber daya alam menjadi jalan pilihan bagi pemerintah untuk 



































membuktikan kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
rakyatnya. dan Pemerintah dengan status Negara berkembnag dengan 
mempunyai sektor perhutaan memberikan kesempatan kerja kepada 
investor asing atau perusahaan dalam negeri yang mengeksekusi dalam 
mengeksploitasi sumber daya alam secara komersil. Karena dampak 
pertumbuhan perekonomian yang di korbankan adalah sumber daya alam 
maupun lingkungan hidup yang menjadi hajat hidup orang banyak menjadi 
rusak.2 
Industrialisasi ini diibaratkan seperti pisau bermata dua. Dilihat 
dari kepentingan perekonomian setiap daerah, industrialisasi memang 
memberikan harapan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas dimana membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan. 
Namun, industrialisasi bukanlah satu-satunya solusi akhir pembangunan, 
dan menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung dengan adanya 
proses peningkatan perekonomian guna mencapai pendapatan yang 
meningkat dengan signifikan  serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. 
disisi lain, dalam keberlangsunnya, industrialisasi tidak jarang 
menimbulkan dampak yang buruk, bahkan menimbulkan masalah yang 
serius bagi bagi lingkungan sekitar. Tidak jarang pembangunan pabrik di 
tentang oleh masyarakat karena hal itu merupakan menyangkut 
keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak cucunya. 
                                                          
2 Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta :  Graha Ilmu, 2008, 316 



































Dalam sudut pandang membangun paradigma mewujudkan 
kemandirian ekonomi bangsa, memang menjadi suatu hal yang urgent 
dalam melakukan industrialisas bagi kelangsungan perekonomian tumbuh 
tinggi dan stabil. Namun manakala industrialisasi bukanlah menjadi tujuan 
yang akhir dalam membangun reputasi ekonomi. Melainkan upaya 
strategis dalam mendukung atau menompang sektor ekonomi guna 
menggapai pendapatan per kapita melambung tinggi. Meskipun dalam 
proses pelaksanaan sangat bervariasi antar Negara, periode industrialisasi 
menjadi kerangka perekonomian yang logis dalam proses pembangunan 
struktur ekonomi. Perwujudan tahapan secara historis melalui kenaikan 
konribusi sektor manufaktur dalam permintaan produksi, konsumen, 
ekspor dan kesempatan kerja.3 
Dalam pandangan masyarakat secara umum baik  pemerintah 
lokal Desa, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat Tlogoretno  
berharap dengan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
bisa dilakukan,  dalam penanganan seperti ini menjadi catatan penting 
untuk mencakup tahapan – tahapan dalam kegiatan penggunaan kembali 
(reuse), daur ulang (recyle), dan peroleh kembali (recovery), hal tersebut 
merupakan satu mata rantaipenting dalam pengelolaan limbah bahan 
berbahaya, dan beracun (B3) agar tidak menimbulkan polemik di 
masyarakat. Sesuai pada aspek ketentuan standar operasional adapun 
solusi lain yang ditawarkan jikalau dalam pemanfatan limbah tersebut 
                                                          
3Tulus, T. (2001). Perekonomian Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 260 



































dirasa mengutungkan bagi pihak korporasi ketika memproduksi apa, 
menghasilkan residu berbahaya harus dikelola langsung ditempatnya, 
untuk saat ini yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur, 
Kabupaten Lamongan, dan skala lokal desa memberikan pertimbangan 
dalam perencaan pembangunan limbah B3      
Meskipun sudah ada regulasi mengatur tentang pengelolahan 
limbah, namun masih diperlukan pengawasan dari berbagai pihak dalam 
pelaksanaanya. Tentunya  Diperlukan pula cara penanganan yang benar 
sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diingkan seperti penyakit 
yang disebabkan oleh limbah. Dumping (pembuangan) limbah wajib 
memenuhi persyaratan jenis dan kualitas limbah seta lokasi pabrik 
pengolah limbah B3, sehingga tidak akan menimbulkan polemik dan  
kerugian di masyarakat terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup 
lainnya dan lingkungan hidup.Ada beberapa contoh kasus kejadian 
pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di Desa Lakardowo Mojokerto, 
yang membuat perselisihan kepentingan di masyarakat, ada berbagai keluh 
kesah dialami dari warga terutama kualitas sumber air bersih menurun, 
kualitas udara, kemdian menurunnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian, 
karena tercemar limbah berbahaya tersebut. 
Pada kenyataanyadalam proses rencana pembangunan pusat 
pengelolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh PT. Prasada 
Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan PT. Dowa Ecosystem Indonesia di 
2019, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan di Desa Tlogoretno 



































Kecamatan Brondong, awalnya menuai polemik dan penolakan dari 
masyarakat setempat, yang menyebabkan keresahan warga sekitar karena 
dinilai memakan lahan pertanian produktif milik dari masyarakat sekitar. 
Disisi lain lokasi lahan yang akan digunakan sebagai pabrik pengeloloaan 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) itu juga berjarak kurang lebih 
satu kilometer dari bibir pantai, sehingga dikhawatirkan merusak 
ekosistem lingkungan alam sekitar. 
Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan 
memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran 
rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai 
kepuasan batin. Adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat 
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup selalu mengandung resiko 
pencemaran dan perusakkan lingkungan hidup, sehingga struktur dan 
fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. 
Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan 
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. 
 Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah 
pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri. 
Berkembangnya industri disamping akan menghasilkan produk-produk 
yang bermanfaat bagi masyarakat juga akan membawa dampak negatif 
terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Salah satu dampak tersebut 
adalah dihasilkannya limbah buangan. Berbagai jenis limbah buangan 
yang tidak memenuhi standar baku mutu limbah merupakan sumber 



































pencemaran dan perusakan lingkungan yang utama, lingkungan yang telah 
tercemar dan rusak, akan menimbulkan dan meningkatkan biaya 
eksternalitas yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kondisi demikian 
rawan sekali terhadap resiko timbulnya konflik sosial, yang pada akhirnya 
akan mengancam kelestarian dari industri itu sendiri.4 
Dalam dinimikanya PT. Dowa Ecosystem Indonesia, memiliki 
banyak pengalaman dan strategi dalam melancarkan kepentingannya 
mengenai persoalan  rencana pembangunan pabrik pengolah limbah bahan, 
berbahaya dan beracun (B3) di Desa Tlogoretno. Mereka sempat 
mengundang beberapa elemen pemerintah lokal Desa di Kecamacatan 
Brondong dengan untuk tujuan mensosialisasikan dalam acara membahas 
rencana pembangunan pabrik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 
PT. Dowa Ecosytem Indonesia menyuruhpihak kecamatan untuk 
memilih beberapa perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat yang 
berpengaruh di masyarakat,dengan tujuan untuk mendatangani persetujuan 
pembangunan pabrik. Namaun pada realitasnya kemudian, Gubernur 
Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Fadeli ingin mendorong 
percepatan pendirian pabrik pengelolahlimbah bahan, berbahaya dan 
beracun (B3) di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan yang bekerjasama dengan Perusahaan swasta yaitu PT. Prasada 
Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 
oleh PT. DOWA Perusahaan berasal dari Jepang yang mempunyai 
                                                          
4 Setiyono, “Dasar Hukum Pengelolaan limbah,Jurnal Teknologi Lingkungan”, Vol.2, No. 1, Januari 
2001 : 72-77 



































segudang banyak pengalaman strategi khususnya dibidang jasa 
pengelolaan limbah B3 berskala multinasional, akan berekspansi 
melebarkan sayapnya membangun pabrik limbah bahan berbaya dan 
beracun (B3). Dari pihak swasta yang diwakili oleh PT. Prasadha Pamunah 
Limbah Insdutri (PPLI) sudah mengantongi baik perizinan maupun lahan, 
Perusahaan tersebut hanya tinggal memastikan izin AMDAL atau analisis 
dampak  lingkungan terbit. Gubernur Khofifa berharap izin Amdal selesai 
pada bulan Mei 2020 mendatang. Dengan begitu proses kontruksi bisa 
langsung berjalan tiga bulan setelah itu.5 
Dengan melihat fenomena yang dipaparkan diatas, membuat 
peneliti tertarik untuk menganggkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Politik Ekologi Pada Arus Lokal (Studi kasus 
rencana pembangunan pengelolaan limbah B3 Bahan Berbahaya dan 
Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabuapten 
Lamongan) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas,  maka 
rumusan masalah yang dapat peneliti angkat dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi kebijakan regulasi perizinan rencana 
pembangunan pengelolaam limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecataman 
Brondong Kabupaten Lamongan ? 
                                                          
5 Detik.com, http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d4443538/khofifah-akan-bangun-pabrik-
pengelohan-limbah-b3-di-lamongan, Diakses pada tanggal 30/01/2020 pada jam 21. 30 Wib. 



































2. Pandangan masyarakat pemerintah Desa Tlogoretno dalam rencana 
pembangunan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan rencana pembangunan 
pengelolaan limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.   
2. Pandangan masyarakat Desa Tlogoretno dalam rencana pembangunan 
limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan ? 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
setidaknya mencangkup dua hal, yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoristis. 
a. Manfaat teorirtis hasil penelitian dapat menambah pengetahuan 
serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama kuliah pada 
permasalahan di masyarakat, mengenai implementasi kebijakan 
rencana pembangunan pengelolaan limbah B3 Bahan Berbahaya 
dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten 



































Lamongan.  Dan berbagai pandangan di masyarakat khususnya 
dalam rencana pembangunan pengelolaan limbah B3. 
b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan sumbanagan pemikiran terhadap Ilmu pengetahuan, 
Khususnya dalam bidang Ilmu Politik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti. 
Hasil penelitian ini dapat menmabah pengetahuan tentang 
Bagaimana pandagan masyarakat dalam rencana pembangunan 
pengelolaan limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 
b. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
bagi masyarakat dalam rencana pembangunan pengelolaan limbah 
B3 Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan. 
E. Definisi Konseptual 
1. Politik Ekologi 
mengamati dari sisi etimologi, kata politik berasal dari 
bahasa Yunani, ialah polis berarti kota yang berstatus Negara 
kota.(citiy state)6 dalam Pemikiran spesialisnya di dunia barat banyak 
                                                          
6Hidajati Imam. 2009. Teori-teori politik. Malang: Setara Press, 2 



































dipengaruhi oleh filusuf yunani Kuno. Filusif semacam Plato serta 
Aristoteles yang menganggap politics sebagai sesuatu 
usaha,buatmenggapai masyarakat politik (politiy) yang apik.7 
Sebaliknya sebutan ekology diketahuiawal mula, oleh seseorang ahli 
biologi di jerman, yang bernama Ernest Heackle pada tahun 1969.8 
Dia berpendapat adanya hubungan antara makhluk hidup di 
sesuatu posisi dengan lingkungannya. Suatu rancangan didasarkan atas 
ilhamnya ketika mempelajari kehidupan kolektif sedikitmungkin 
makhluk di suatu tempat. Mereka memilki hubungan bukan secara 
kebetulan tapi berlangsung berdasarkan kaidah keseimbangan alamiah 
yang bersifat saling menguntungkan. 
Menurut Soerjani (1987), ekologi merupakan ilmu tentang 
ikatan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya. 
Sebaliknya secara terminologis, ekologi merupakan ilmu yang 
menekuni tentang hubungan antara organisme (makhluk hidup) dengan 
alam sekitarnya.9 
2. Pembangunan 
Pembangunan merupakan sesuatu tranformasi ke arah yang 
lebih baik serta lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat 
diartikan pula sebagai gagasan untuk mewujudkan suatu yang dicita-
citakan. Dari gagasan tersebut lahir dalam wujud usaha untuk 
                                                          
7Miriam Budiardjo. 2007 Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 14. 
8M. Rafiq Ahmad Soerjani, Lingkungan: Sumber Daya Alam dari Kependudukan dalam 
Pembangunan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 8 
9Soerjani, Lingkungan: Sumber Daya Alam., 10 



































memusatkan serta melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan 
pembangunan bangsa.10 
Menurut Bahctiar Efendi pembangunan merupakan, sesuatu 
cara untuk memajukan sepenuhnya sumberdaya yang dilakukan secara 
berkeinginan serta berkepanjangan secara berencana dan berkelanjutan 
dengan prinsipnya daya guna hasil guna menyeluruh dan 
berkeadilan.11 
Menurut Siagian, pembangunan yakni suatu usaha maupun 
jalinan usaha buat pertumbuhan dan perubahan yang sengaja dengan 
dibuat secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah untuk 
menuju modernitas dalam rangkaian pembaharuan bangsa (nation 
building).12 
Asumsi-asumsi dasar argumentasi pembangunan sejatinya 
proses untuk perubahan menuju arah lebih baik, dan kondisi lebih baik 
dengan keadaan sebelumnya, menentukan arah tujuan dilaksanakannya 
pembangunan, apakah pembangunan bisa merubah dan membawa 
perubahan, apakah sebeliknya pembangunan malah membawa petakah 
buruk bagi lingkungan sekitar, masyarakat sejatinya selalu dirugian, 
munculnya berbagai spikulasi pandangan di mayarakat jika 
pembagunan tidak memikirkan aspek dampak lebih baik, serta 
buruknya ketika pembangunan itu terlaksana perlu melihat aspek 
                                                          
10Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi pembangunan, (Bandung :Pustaka Setia 2016).,  5 
11Bachtiar Effendi, 2002 Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan (Cetakan Pertama). 
Yogyakarta: PT. Uhindodan Offset, 2 
12Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategiya. Jakarta: 
Bumi Askara  



































lingkungan betul dan membutuhkan perencaan atau plan yang 
berkelanjutan, dua argumentasi diatas menegaskan bahwa bersifat 
kompleks saling keterkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan 
ekologi lingkungan, sejauh mana perlu dipikirkan antisipasi terhadap 
kerusakan tidak diinginkan terjadi, tidak sesuai dengan SOP, 
disamping itu bisa merubah pertumbuhan ekonomi, pengurangan 
kemiskinan dan stabilas jumlah pengangguan berkurang        
3. Limbah Bahan Berbaya dan Beracun  (B3) 
Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa dimaksud 
bagaikan suatu buangan ataupun limbah yang bertabiat konsentrasinya 
memilki zat yang beracun serta beresiko sehingga secara langsung 
ataupun tidak langsung bisa merusak lingkungan, menganggu 
kesehatan serta mengecam kelangsungan hidup manusia serta 
organisme lainya. yang dikhwatirkan dimasyarakat sendiri tentang 
limbahnya,sehingga secara ilmiyah asumsi secara keseluruhan 
membahayakan alam sekitar, limbah bahan berbahaya beracun itu 
bukan semata-mata dihasilkan dari aktivitas industri saja, aktivitas 
rumah tangga sisa parfum ruangan, bleacing baju, deterjen baju, 
pembasmi serangga dan lain sebagaiya, kategori limbah B3 dibedakan 
menjadi tiga tipe : mudah meledak (explosive) limbah gampang 
meledak, pengoksidasi (oxidizing) limbah mebebaskan panas sebab 
teroksidasi yang memunculkan api contoh limbah B3 sifat 
pengoksidasi yaitu kaporit. gampang meledak (flammable) limbah 



































yang sifatnya menyala dibakar sebab kontak dengan udara, Beracun 
(moderately toxic) limbah beracun yang memiliki zat beracun untuk 
manusia ataupun hewan sehingga menimbulkan keacunan, peradangan 
sakit melalui kontak pernafasan kulit contoh limbah B3 ini limbah 
pertanian semacam halnya sisa buangan pestisida. Pembuangan limbah 
di kawasan bakal memunculkan spikulasi dimasyarakat, akibat 
langsung dari sumber ke manusia, misalakan meminum terkontaminasi 
maupun melalui rantai makanan semacam halnya makan ikan. 
Sehingga secara tidak langsung sebagian warga Desa Tlogoretno 
kecamatan Brondong  terdapat pro dan kontra itu telah lazimnya terjain 
muncul di masyarakat terdapat penolakan dengan kekhawatiranya, 
ketakutanya buat keberlangsungan hidup anak cucu nantinya.





































A. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian terdahulu menjadi landasan mendasar bagi penulis 
sebagai rujukan materi dalam penelitian dan untuk di kembangkan dalam 
kemudian waktu untuk meminimalisir kesamaan secara komprehensif. 





Tri Susilo Agus Wicaksono, Skripsi mahasiswa Prodi Ilmu Politik 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Tahun 
2018 dengan Judul “Konflik lingkungan dalam rencana 
pembangunan pabrik pengelolah limbah B3 oleh PT. DOWA 
Ecosystem Indonesia Di kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan.” Penelitian ini membahas tentang krisis kelangkaan 
sumber daya air yang terjadi karena keadaan sosial  mengalami 
ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya air sehingga 
menumbulkan konflik dimasyarakat setempat, selama ini 
mengalami kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh 
aktifitas rencana pembangunan pengelolaan limbah B3. Dengan 



































adanya rencana pembangunan pabrik limbah B3 di kecamatan 
Brondong mendapat penolakan keras dan perlawanan dari elemen 
masyarakat Desa Tlogoretno kepada Pemerintah Kabupaten 
Lamongan yang disinyalir mengabaikan nasib dari masyarakat 
Brondong.13 
Yang menjadi kecocokan dengan peneliti saat ini ialah sama-sama 
meniliti tentang rencana pembangunan limbah B3. Perbedaanya 
yang dibahas disini mengenai Konflik sosialnya. Sedangkan 
peneliti yang lakukan yaitu politik ekologi pada aras lokal. Selain 
itu perbedaan dari peneliti kali ini lebih membahas hanya ke 
konflik sosialnnya saja di masyarakat. Sedangkan skripsi peneliti 
buat lebih mengarah pada perspektif di masyarakat maupun respon 
dengan adanya rencana pembangunan pabrik pengelolaan limbah 
bahan, berbahaya dan beracun (B3) dan mengkaji Implementasi 
kebijakan regulasi perizinan rencana pembangunan pengelolaan 
limbah B3.  
2. Muhaimin Rayyan, Skripsi Mahasiswa Prodi Filsafat Politik Islam 
Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya pada Tahun 2018.  Dengan judul “Konflik 
Industrialisasi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto dalam 
perspektif politik lingkungan” Penelitian ini membahas tentang 
                                                          
13Tri Susilo Agung Wicaksono, “konflik lingkungan dalam rencana pembangunan pabrik 
pengelolah limbah B3 oleh PT. DOWA ECOSYSTEM Indonesia” Di Kabupaten Lamongan”. (Skripsi 
thesis, Universitas Airlangga, 2018). 



































permasalahan lingkungan di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis 
Kabupaten Mojokerto, awal dinamikannya konflik ini hadir antara 
masyarakat serta pelaku industri. yang dinilai mengalami 
pencemaran lingkungan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). 
Ada beberapa kejanggalan dari segi kualitas menurunnya air 
dibawah tanah kurang bersih dan menurunnya kuantitas dan 
kualitas hasil pertanian, timbulnya beberapa penyakit gatal-gatal 
sehingga alasan utama warga desa lakardowo melakukan protes 
keras. konflik sosial yang terjadi di desa Lakardowo meliputi 
konflik dalam bidang keagamaan, konflik dalam bidang 
pendidikan, konflik antar saudara sekandung, konflik antar 
kepentingan warga.14 
Yang menjadi kesamaan dalam penelitian kali ini sama-sama 
meneliti tentang perspektif politik lingkungan dalam bidang 
pemanfaatan jasa pembangunan pengelolaan limbah B3. Perbedaan 
dari penelitian, penulis adalah lebih fokus ke deskripsi 
industrialisasi dan permasalahan degradasi lingkungan mengalami 
pencemaran lingkungan sehingga timbul kerusakan alam sekitar, 
yang kedua lebih fokus dinamika awal muncul konflik yang terjadi 
antar warga dan pelaku indutri adanya kepentingan kedua pihak pro 
dan kontra di masyarakat. Sedangkan peneliti saat ini meneliti 
                                                          
14Muhaimin Rayyan, “Konflik industrialisasi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto dalam 
Perspektif politik lingkungan”. (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018) 



































tentang Politik Ekolgi pada arus lokal dan lahirnya pertimbangan 
kebijakan regulasi perizinan rencana pembangunan pengelolaan 
limbah B3.         
3. Fiha Minal Uyun, Skripsi Mahasiswa Prodi Filsafat Politik Islam 
Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya Tahun 2018. Dengan judul “Analisis peran 
lingkungan hidup provinsi Jawa Timur dalam pengawasan 
pencemaran limbah B3 Industri slag almunium di Kabupaten 
Jombang (Studi kasus di DAM Yani Kecamatan Sumobito)”  
Penelitian ini membahas permasalahan dampak lingkungan akibat 
pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan bercaun (B3)  industri 
slag almunium dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam 
mngawasi pencemaran limbah B3, penyebab turunnya kulaitas 
lingkungan yang dinilai karena keberadaan industri daur ulang 
almunium. Dengan demikian dibuktikan adanya gejolak demo 
maupun penolakan dari warga untuk menuntut relokasi tempat daur 
ulang industri almunium, yang produksi nya tidak sesuai dengan 
ketentuan standar operasional prosedur di wilayah Sumibito yang 
dikemas dalam sak plastik digunakan untuk membuat tanggul 
sungai. Awal muasal adanya pemupukan sak-sak limbah almunium 
ini anjuran dari delegasi kelompok tani 17 desa berada di sekitas 
DAM yani mengiakan secara tertulis kepada Asosiasi pengusaha 
almunium Indonsia (Aspalindo). Sehingga dengan demikian 



































masyarakat mengalami peningkatan saluran infeksi pernapasan.15 
Yang menjadi kesamaan dalam penelitian kali ini sama-sama 
meneliti tentang permasalah dampak lingkungan dimasyarakat 
akibat pencemaran limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) 
perbedaan dalam penelitian kali ini lebih fokus, membahas Peran 
Dinas lingkungan hidup dalam pengawasan pencemaran limbah B3. 
Industri slag almunium. Sedangkan peneliti yang kami lakukan kali 
ini lebih mengarah pespektif maupun respon masyarakat dalam 
rencana pembangunan limbah B3 melibatkan elemen masyarakat 
dan pemerintahan lokal desa. 
4. Dewi Karina Sari, Jurnal Politik Indonesia. Vol 2, No. 1, Juli-
September 2017. Dengan judul “Strategi mobilisasi gerakan 
masyarakat dalam penyudahan industri pengelolaan limbah B3 di 
Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto” menggunkan teknik 
pendekatan kualitatif-deskriptif yang mengkaji gerkan sosial 
pengelolaan limbah. Dengan menggunakan teori mobilisasi sumber 
daya oleh McCrathy serta Zald. Hasil penelitian ini lebih fokus 
mendiskrisipkan, perselisihan antara warga dengan korporasi atau 
pemgembang dalam kasus pengelolaan limbah B3 mengalami 
peningkatan seiring jumlah pesatnya industrialisai di Indonesia. 
                                                          
15Fiha Minal Uyyun, “Analisis Peran Lingkunan Hidup Dalam Pengawasan Pencemaan Limbah B3 
Industri Slag Almunium Di Kabupaten Jombang” (Skrpsi; universitas negeri sunan ampel surabaya 
2018 ) 



































Sehingga memicu perselisihan sama yang terjadi di masyarakat 
Lakardowo menuntut relokasi penuputan pabrik dikarenakan 
mencemari lingkungan hidup menjadi kebutuhan yang sangat 
penting bagi keberlangsungan hidup di masyarakat, khususnya 
masyarakat pedesaan mengandalkan hidupnya dari hasil 
pertanian.16 
Yang menjadi kesamaan dalam penelitian kali ini, sama-sama 
meneliti perpektif politik lingkungan dalam aspek pembangunan 
pengelolaan limbah B3, untuk perbedaan dalam penelitian kali ini 
lebih fokus ke permasalahan konflik sosial dimasyarakat 
membentuk gerakan sosial baru dalam teori mobilisasi sumber daya 
alam oleh McCrathy dan Zald. Sedangkan penelitian yang kami 
lakukan kali ini lebih fokus ke pandangan elemen masyakatnya 
dengan adanya pembangunan limbah B3 yang melibatkan politik 
lokal desa, menggunakan teori politik hijau.     
5. Ersa Nuarna Putri, Jurnal Politik Muda, Vol 6 (1), 79-84. 2017 
Mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Prodi Ilmu Politik dengan judul “Konflik sosial dalam 
pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 oleh pabrik, 
pengolah limbah B3 PT. Pria Mojokerto” hasil penelitian ini 
                                                          
16 Dewi Karina Sari, “Strategi mobilisasi gerakan masyarakat dalam penutupan industri 
pengelolaan limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto.”Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2, 
No. 1, Juli-September 2017 
 



































mendeskripsikan permasalahan konflik sosial dalam pencemaran 
limbah B3 di Mojokerto awal terjadinya konflik dikarenakan 
dengan adanaya perbedaan kepentingan maupun pendapat yang 
menjadi pemicu terpecahnya masyarakat warga Lakardowo, perihal 
pemerintah yang dinilai pihak ketiga tidak mampu memberikan 
memecahkan permasalahan dan resolusi konflik akhrinya tidak 
terbendung  yang masih berkepanjang tanpa ada jalan keluar dan 
titik temu, dalam pembangunan pabrik ditenggarai oleh PT. Putera 
Restu Ibu Abadi.masyarakat mendesak atas pertanggung jawaban 
terkait penimbunan limbah, sehingga mengalami kerusakan 
lingkungan mereka tercemar dan terkontaminasi limbah pabrik 
dengan tuntuntannya warga meminta kompensasi serta melokalisir 
wilayah tercemar air limbah,  sebagai ganti rugi berupa uang dalam 
surat pernyataan dikeluarkan.17 
Yang menjadi kesamaan dalam penelitian kali ini dampak sosial 
dimasyarakat efek dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan 
beracun yang menimbulkan polemik dimasyarakat melibatkan 
politik lokal desa sebagai pihak kitaga dalam  menangani 
permasalahan konflik sosial tanpa ada jalan keluar dan titik temu 
sehingga terjadi konflik berkepanjangan. Sedangkan fokus dalam 
peneltian kami lebih ke aspirasi masayarakat atau perspektif dengan 
                                                          
17 Ersa Nuarna Putri. “Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 
B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto.” Jurnal Politik Muda, vol 6(1), 2017:. 79-
84. 



































rencana dimasyarakat bisa diterima atau tidak dan diukur dengan 
ketentuan regulasi perizinan kebijakan pembangunannya. 
6. Wuri Wulandari dan Robby Darwis Nasution dalam jurnal 
Indonesia Journal of Government and Communication Studies, 
1(1), 118-126. 2018. Dalam jurnal yang berjudul “Dampak limbah 
cair Industri penyamakan kulit terhadap lingkungan sosial di 
kabupaten Magetan (Studi kasus di Desa Ringinagung Kecamatan 
Magetan Kabupaten Maget ) ” menjelaskan menganai limbah cair 
industri dalam penyamakan kulit terhadap pencemaran sosial, 
dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri penyamakan kulit 
yaitu berupa limbah cair serta pencemaran udara, air dan tanah. Hal 
ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat limbah cair sudah 
dikelola lalu dibuang ke sungai gandong menyebabkan kualitas air 
yang ada disungai mengalami penurunan kualitas sumber daya 
alamnya, dikarenakan tercemar bahan kimia, meskipun pihak 
industri melakukan penetralan terhadap limbah cair tersebut masih 
mengandung zat kimiawi,secara visual juga nampak berbuih di 
sungai gandong.18 
Yang menjadi persamaan dalam penelitian kali ini mengkaji 
perspektif politik lingkungan dampak ditimbukan limbah cair 
industri terhadap pencemaran lingkungan sosialnya secara 
                                                          
18Wulandari, Wuri, and Robby Darwis Nasution. "DAMPAK LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN 
KULITTERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGETAN (Studi Kasus di 
Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)." Indonesian Journal of 
Government and Communication Studies 1.1 (2018):. 118-126. 



































efektifitas dimasyarakat diukur dengan dampak positif atau 
negatifnya cenderung lebih ke perubahan negatifnya, maka 
selanjutnya saya pribadi tertarik menggali permasalahan lebih 
lanjut khususnya rencana pembangunan limbah B3 di kabupaten 
lamongan, yang menjadi pembeda dalam penelitian nanti lebih ke 
perspektif di masyrakat diuntungkan atau tidaknya dengan adanya 
rencana pembangunan limbah suatu saat nanti.      
B. Kerangka Teori 
1. Politik Hijau atau Politik Lingkungan 
Gerakan politik hijau dapat di artikan sebagai salah satu 
bagian daripada suatu kebijakan publik yang di tentukan oleh 
pimpinan yang berkaitan dengan aspek penghijauan atau politik hijau 
merupakan bagian daripada politik lingkungan. Dalam konteks politik 
hijau perlu di perhatikan sebagai wujud kemaslahatan dan 
kebermanfaatan secara publik.  
Politik lingkungan memaparkan lebih ke ekologi 
lingkungan terkait dengan regulasi kebijakan soal terbitnya AMDAL 
(analisis dampak lingkungan),  tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar 
dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa AMDAL merupakan 



































kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan 
keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL 
didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha/kegiatan. 
Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL 
terdiri dari lima dokumen, yaitu: 
a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL).  
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang 
lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL 
meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih 
mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan 
kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan 
digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan 
kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan 
dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses 
pelingkupan. 




































b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).  
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat 
terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak 
penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian 
ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah 
disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. 
Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat 
penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap 
kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap 
kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak 
yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk 
menentukan dasardasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk 
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. 
c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). 
Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan 
hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang 
terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan 
berdasarkan hasil arahan dasardasar pengelolaan dampak yang dihasilkan 
dari kajian ANDAL.  
d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). 
RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan 
untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-



































dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini 
digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan 
lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan 
lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi 
prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. 
e. Dokumen Ringkasan Eksekutif 
Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara 
singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan 
dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang 
besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL 
dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan 
dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. 
Hal–hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat 
sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan 
bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau 
kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan 
analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif 
yang akan timbul  dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat 



































dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan 
mengembangkan dampak positif. 
Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting 
tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :19 
1)  Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/atau kegiatan. 
2)   Luas wilayah penyebaran dampak. 
3)  Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. 
4)  Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan 
terkena dampak. 
5)  Sifat kumulatif dampak. 
6) Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) 
dampak. 
Sehingga ada sinergitas antara Pemerintahan, masyarakat dan juga 
korporasi maupun pihak swasta dalam mengembangkan sektor usaha 
dengan memperhatikan lingkungan alam, lingkugan sekitar dan lain 
sebagainya, dengan diterbitkannya AMDAL, untuk mengantisipasi 
dampak resiko yang terjadi di masyarakat sekitar, sifat dari AMDAL 
sendiri memang pada dasarnya menghalanghalngi dalam suatu hal rencana 
                                                          
19 https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-
AMDAL.  Diakses pada tanggal 19 August 2020 pukul 5 : 56 



































pembangunan akan tetapi sifat dari AMDAL itu bisa menjadi sumber 
informasi bagi masyarakat secara umum bisa mengaksesnya, dan perlu 
saya garis bawahi terkait studi kelayakan AMDAL itu tidak selau 
memperparah dampak buruk di masyarakat sekitar.   Salah satu contoh 
AMDAL di Lakardowo Mojokerto salah satu persepsi atau pandangan di 
masyarakat kesalahan teknis perihal perizinan khasusnya yang di 
Lakardowo, perizinan yang ada tidak sesuai dilapangan sesuai dilansir 
pada20  
Politik lingkungan bisa saja di persepsikan sebagai politik 
hijau (Green Politics) disini melakuakan peralihan, serta tindakan, 
pada hakikatnya suatu gerakan dalam bentuk aksi saja, untuk berusaha 
membentangkan diri ke dalam bentuk partai politik, namun pada 
dasarnya gerakan aksi tersebut tidak lumayan mempengaruhi pada 
suatu prosedur pemanggilan kebijakan, serta keputusaan 
seluruhnyanya diserahkan kepada egaliter partai politik senantiasa jadi 
bagian dalam pengambilan kebijkan baik di tingkat nasional ataupun 
lokal (stakeholder). 
Politik hijau memisahkan Antroposentris dengan 
Ekosentrisme. tidak hanya, pandangan Ekosentrisme melawan 
kecenderungan ke arah globalisasi serta homogenisasi.21 perihal ini 
                                                          
20 https://jatim.tribunnews.com/2018/08/21/soal-kasus-limbah-b3-di-mojokerto-kuasa-hukum-
warga-lakardowo-kami-menduga-ada-siasat diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 06 : 00 
wib 
21Andrew Linklater-Scott Burchill, Teori-teori Hubungan Internasional; Theories of International 
Relation, Nusamedia: Bandung,1996, 339 



































bermacam pihak korporasi ataupun industri yang dinilai senantiasa 
berbuat menekan perkembangan, percecapan ekonomi secara global 
bermacam tipe industri bisa membuat  polusi yang dihasilkan sisah 
limbah produksinya, pada satu sisi menimbulkan kerusakan 
lingkungan terjadi, Ekosentrisme punya sifat etnis, yang punya empat 
ciri utama, Eckserly, kesatu, mengenali seluruh permaslahan relevansi 
manusia tentang dunia bukan-manusia yang berlawanan dengan 
kepentingan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya. Kedua, 
mengenali mayarakat bukan-manusia. Ketiga, mengenali kepentingan 
generasi masa depan manusia bukan-manusia setelah itu terakhir 
memperhatikan aspek perspektif holistik serta bukan atomistik, dengan 
memperhitungkan populasi, spesies dengan memperkirakan populasi, 
spesies, ekosistem dan limgkungan alam secara totalitas seperti 
semacam organisme individu.22 
Dobson mengutarakan bahwa ada tiga argumentasi yang 
berarti, Pertama adalah teknologi tidak sanggup menanggani krisis 
permasalahan lingkungan, pada hakikatnya cuman dapat menunda 
krisis, perihal seragam berbanding terbalik dengan pemikiran modernis 
menggap bahwa pemecahan, permasalahan lingkungan 
menggambarkan sumber pengetahuan serta teknologi. Argumentasi 
kedua, peningkatan pertumbuhan  secara alamai, berarti pemupukan 
bahaya yang terus menjadi lama menumpuk berakhir dengan musibah.  
                                                          
22Ibid, 339 



































terdapat istilah semakin cepat pertumbuhan, begitu pula terus menjadi 
kecil tata ruang kelola buat menampung perkembangan kerap 
bertambah dapat saja menurun. Ketiga merupakan kasus kaitannya 
dengan lingkungan tersebut saling mempunyai ketergantungan satu 
sama yang lain.23 
Aspek asumsi dasar yang telah disebutkan oleh Burchill 
dan Linklater, memberikan sebuah potret utama dari teori politik hijau 
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, mengenai krisis ekologis 
yang seringkali dialami manusia mengahdapi krisis lingkungan, 
dengan hadirnya teori politik hijau menjadi jalan poros tengah tuk 
mengahadapi ketidakadilan dan ketidaksetaraan, telah memposisikan 
Negara berkembang pada aspek selalu dirugikan oleh Negara maju, 
berbagai upaya strategi dilakukan kapitalisme selalu mengambil alih 
membentuk pondasi yang kuat, mengeksploitasi sumber daya alam 
Negara berkembang. 
Politik hijau memberikan gerakan representasi tersendiri 
untuk revolusi industri dan mengubah tata ruang publik dalam praktek 
pembangunan disaat ini sesuai dengan tema kami angkat rencana 
pembangunan berkelanjutan pabrik pengolah limbah bahan, berbahaya 
dan beracun (B3)  ini sangat krusial dimata orang awam tidak tahu 
menahu, tentunya terdapat sebuah argumentasi dan perdebatan kritis 
yang luar biasa di masyarakat pada kenyataanya sudah pernah terjadi. 
                                                          
23Ibid, 342 



































Kita mulai belajar berkaca dari khasus sebelumnya yang sudah terjadi 
pembangunan pabrik pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3) di Desa Lakardowo Mojokerto yang menuai protes keras dari 
masyarakat setempat akibat sisah pembuangan limbah pabrik tidak 
dikelolah dengan benar akibatnya masyarakat dirugikan, dalam 
konteks sosial dimasyarakat pembangunan industrialisasi merupakan 
hal yang sangat krusial dimata masyarakat bagaikan mata pisau 
bermata dua, dilihat dari sisi kepentingannya di masyarakat membawa 
harapan kelansungan hidup dalam hal pertumbuhan ekonomi dimana 
membuka stabilitas peluang terciptanya lapangan pekerjaan untuk 
mengurangi jumlah pengangguran masyarakat sekitarnya. 
Namun disisi lain industrialisasi bukan satu-satunya 
menjadi solusi akhir pembangunan, melaikan hanya strategi permainan 
para elit pemerintah pusat yang memusatkan sumber daya kekuasaan 
ditangan segelintir orang saja, dalam pembangunan perlu dibuat agar 
tidak egaliter semua sama tidak ada perbedaan, dengan demikian 
ketidakkesetaraan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daeraah 
sampai otonom lokal desa,dengan pertumbuhan ekonomi maju, 
adakalah nya memunculkan kondisi yang akan terburuk menjadi lebih 
baik, lalu kemuadian muncul lah sebuah gerakan anti sosial ekologis 
lingkungan di Negara-negara berkembang yang sering terjadi dalam 
proses pembangunan.  



































“Menurut Burchill dan Linklater.24 mengemukakan bahwa 
teori politik hijau adalah untuk memberikan penjelasan terkait krisis 
ekologis terhadap manusia, akibat menghadapi krisis lingkungan 
terjadi, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan ataupun 
ketidaksetaraan yang memposisikan negara berkembang pada posisi 
senantiasa dirugikan oleh negara maju. Oleh sebab itu Negara maju 
kerap kali mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang, 
sehingga menimbulkan ke khawatiran luarbiasa dan kerusakan 
lingkungan di Negara berkembang, akibat pelaku peralatan industri 
negara maju.” 
Fokus pembahasan utama secara mendasar politik hijau 
memberikan jaminan kelestarian terhadap linkungan alam sekitar 
maupun sekeliling-nya untuk generasi selanjutnya, maka titik utama 
pada konsep penggunaan lingkungan adalah adanya pembangunan 
berkelanjutan yang sifatnya jangka panjang, politik hijau ini 
menegaskan bahwa adanya kelompok-kelompok kepentingan ini 
bermunculan disekitar permasalahan lingkungan, untuk memberikan 
kritik penolakan  terhadap proses rencana pembangunan25. 
                                                          
24Ibid, hal, 337-339 
25Apriawan. “Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional”. 
Multyversa, jornal volume 1 no 02l, 34-59. 



































2. Etika Lingkungan 
a. Antroposentrisme 
Antroposentrisme merupakan kajian teori yang 
menyinggung persoalan etika lingkungan hidup yang mengarah 
kepada manusia sebagai tatanan pusat dari sistem alam semesta 
beserta isinya (tumbuhan, hewan dll). Sebagai manusia yang 
berakal mempunyai peran yang urgent dalam kepentingan dalam 
menentukan arah atau sikap dalam tatanan ekosistem secara bijak 
untuk melindungi atau merawat alam, baik secara tidak langsung 
maupun secara langsung. Secara aksiologis atau nilai yang 
mempunyai kedudukan tinggi dalam alam semesta adalah manusia 
dalam segala kepentingannya, oleh karena itu manakala dalam 
konteks alam semesta hanya sebagai objek dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup bagi manusia dalam mencapai tujuan. Dan alam 
bagi dirinya tidak mempunyai nilai tersendiri.26 
b. Biosentrisme 
Biosentris, suatu pandangan secara teoritik bahwa tidaklah 
benar bahwasanya manusia yang mempunyai suatu nilai. Namun 
di sisi lain bahwasanya alam mempunayi nilai dan lepas dari 
kepentingan manusia. Dan ciri dari etika yang uatam adalah 
biosentrik, karena dalam teori ini menganggap bahwa setiap 
kehidupan yang ada di bumi atau alam semesta ini mempunyai 
                                                          
26Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: Kompas, 2010), 40 



































nilai atau harga baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. 
Dan memang pada dasarnya bahwasanya teori ini pun 
memandang serius bahwasnaya apa yang ada di semesta ini 
mempunyai nilai manfaat tersendiri bagi makhluk yang lainnya.27 
c. Eksosentrisme 
Ekosentrisme merupakan keberlanjutan daripada teori etika 
sebelumnya yaitu “biosentrisme”. Pandangan daripada manusia 
awam bahwasnya ekosentrisme hampir ada kemiripan atau 
kesamaan daripada dari biosentrisme. Dan pada dasarnya 
bahwasanya kedua teori ini menekankan pada cara pandang teori 
antroposentrisme yang hanya sekedar membatasi berlakunya etika 
yang mengarah pada satu makhluk hidup yaitu manusia. Dan 
kedua teori ini mencakup pada kelompok makhluk hidup maupun 
tak hidup dalam skala luas untuk mengakomodir daripada biotis. 
Sementara pada teori ekosentrisme menekankan pada etika untuk 
mengakomodir komunitas lingkungan secara komprehensif. Dan 
ekosentrisme memusatkan pada ekologis baik yang tak hidup 
maupun yang hidup.28 
 
                                                          
27Ibid., 41. 
28Ibid., 42. 




































A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini lebih mengarah pada metode penelitian yang 
menerapkan pada kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan 
deskriptif lebih menekankan daripada gambaran dari data atau informasi 
yang di peroleh dari informan baik di dapat secara tertulis maupun tidak 
tertulis sebagai penyajian dalam analisa data 
Pandangan menurut Cresswell dalam menafsirkan metode 
penelitian kualitatif merupakan metode yang menerapkan pada validitas 
dari kualitas data untuk memahami makna baik secara individu maupun 
kelompok yang dijadikan sebagai suatu permasalahan baik masalah sosial 
maupun kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini lebih menekaankan 
pada pergerakan dari penulis sebagai upaya penting dalam mengumpulkan 
data seperti halnya dengan melakukan membuat mekanisme instrument 
pertanyaan yang sebebas – bebasnya dan prosedur pengumpulan data 
secara spesifik dari partisipan. lalu kemudian dijadikan sebagai analisa 
data induktif mulai dari tema yang khusus dan tema-tema umum, dan 
menafsirkan makna data.29 
                                                          
29John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013).,  4-5 



































Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh 
Lexy mempunyai pandangan bahwa metode penelitian kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada hasil data 
deskriptif baik secara tertulis maupun dari fenomena manusia dengan cara 
perilaku yang dapat di observasi atau di amati.30 
Dalam topik penelitian ini yang berjudul “Politik Ekologi Pada 
Arus Lokal (Studi kasus pada pembengunan pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan)” sebagai penelitian yang akan di lakukan oleh 
peneliti dengan pendekatan kualitatif deskripitf. Karena pada dasarnya di 
jadikan sebagai bahan yang relevan dan komponen tersebut menjelaskan 
mengenai fenomena dinamika politik lingkungan secara local dengan 
menggali data dan fakta dengan adanya rencana pembangunan pabrik 
pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di desa 
Tlogoretno kecamatan brondong kabupaten lamongan. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Dalam konteks penelitian ini sebagaimana dalam proses 
pemecahan masalah untuk mendapatkan solusi dari informan yang ada 
di tempat dengan adanya fenomena ini, Pertama, itu bertempat di 
kediaman rumah bapak Sutram Desa Tlogoretno RT 03 RW 02 Kedua, 
yaitu bertempat di Kantor Balai Desa Tlogoretno Kecamatan 
                                                          
30Lexy  J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), hlm. 4  



































Brondong Kabupaten Lamongan. Ketiga, yaitu bertempat dikediaman 
rumah bapak Pandi RT 04 RW 02 Desa Tlogoretno, Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan. 
Keempat, bertempat dikediaman rumah bapak Hadi Fauzan RT 02 
RW 01  Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan Kelima, yaitu bertempat di Kantor Balai Desa Tlogoretno 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Keenam, yaitu 
bertempatdi Jl. Karah Agung V No. 1, Karah, Kecamatan. Jambangan. 
Surabaya Jawa Timur. 
2. Waktu Penelitian 
Dalam proses penelitian ini, manakala perlu adanya strategi 
penggunaan waktu penelian secara kepenulisan maupun wawancara  
dengan membutuhkan waktu yang dijadwalkan kurang lebih 7 bulan, 
yakni mulai dari bulan Desember s/d Juni 2020. 
C. Pemilihan Subjek Penelitian 
1. Pemeilihan Informan 
Menurut pandangna dari Suharmi, informan penelitian 
merupakan subyek yang akan menjadi narasumber atau informan 
dalam menggali sebuah data yang mempunyai data atau terlibat dalam 
permasalahan yang ada sebagai bahan penelitian.31 Peneltian ini 
bertujuan untuk mengetahui perspektif ataupun daripada pandangan 
                                                          
31Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2001), 148 



































dari unsur masyarakat dalam rencana pembangunan pengelolaan, 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Tlogoretno 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 
Oleh karena itu, selektif dalam menentukan informan atau 
subyek penelitian adalah oraang yang terlibat maupun tidak dalam 
menyikapi isu rencana dalam pembangunan pabrik limbah B3 
meliputi: Masyarakat desa Tlogoretno, Kepala Desa Tlogoretno, 
Seksdes Tlogoretno Badan Permusyawaratan Tlogoretno, Lembaga 
Swadaya Masyarakat atau wahana lingkungan hidup (WALHI) Jawa 
Timut sebagai perwakilan dari elemen masyarakat yang tau segalanya 
baik buruknya dalam aspek dinamika politik ekologi yang melibatkan 
politik lokal desa.   
2. Obyek Penelitian 
Objek Penelitian ini meliputi dua hal yaitu : 
a. Kebijkan regulasi perizinan rencana pembangunan pabrik limbah 
B3. 
b. PandanganMasyarakat terkait rencana pembangunan pabrik limbah 
B3. 
 



































3. Tahap-tahap Penelitian 
a. Tahap Pra Lapangan 
Dalam tahap penelitian pra lapangan, oleh karena itu 
pentingnya seorang peneliti dalam menggali gambaran awal dalam 
menggali informasi yang sifatnya prespektif masyarakat dalam 
proses pembangunan pabrik pengelola limbah B3 yang akan di 
jadikan sebagai acuan dalam pembuatan latar belakang dan 
rumusan masalah. 
b. Menyusun Rencana Penelitian 
Pada tahapan ini melakukan proses rencana penelitian yang 
berwujud proposal penelitian dalam menyusun instrument dalam 
proposal penelitian kualitatif yang mencakup a). Latar Belakang 
masalah, b).  Kajian Kepustakaan, c).  Pengumpulan data  d). teori 
yang digunakan.32 
c. Menyusun Lapangan Penelitian 
Mekanisme dalam pelaksanaan penelitian dalam memilih 
lapangan sebagai objek penelitian yaitu dengan cara melakukan 
pendekatan secara lapangan sebagai bahan yang di teliti utnuk 
mengkaji apakah lapangan tersebut ada relevansinya dengan tema 
yang rencana mula di angkat. Biasa saja ketika peneliti 
mempertimbangkan secara geografis dalam waktu, biaya dan 
                                                          
32Lexy  J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung PT. Remaja, 2006), 86. 



































tenaga dalam melakukan penelitian di kantor balai Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Dinas 
Kecamtan Brondong serta wahana lingkungan hidup (WALHI) 
Jawa Timur. 
d. Mengurus Perizinan 
Dalam proses pengurusan perizinan yang di lakukan oleh 
peneliti sebagaimana siapa yang di tunjukkan untuk memberikan 
izin berupa surat izin penelitian.Yang pertama tentu dari atasan 
baik itu ketua jurusan, dekan ataupun yang lainnya bisa 
memberikan izin untuk penelitian ke instansi yang terkait.33 
e. Tahap Lapangan 
1) Wawancara Mendalam 
Dalam tahapan ini, peneliti akan menggali informasi 
secara medalam yang sudah di tetapkan dalam mendapatkan 
data. karena informan tersebut yang dipih harus masyarakat 
sekitar merasakan wacana pembangunan pabrik limbah B3 baik 
Kepala Desa Tlogoretno, Badan Permusyawaran Desa, WALHI 
Jawa Timur. 
2) Pengumpulan Dokumen 
Dalam tahapan pengumpula pasca melakukan wawancara, 
kemudia menggali data di dapat pada saat di lapangan dengan 
                                                          
33Ibid, 91 



































memilih dan memilah suatu informasi yang di sampaikan oleh 
informan dan sekaligus melakukan pendekatan analisa. 
3) Menyusun Laporan 
Laporan di buat dengan mekanisme yang di tawarkan oleh 
fakultas sekaligus dipertanggungjawabkan apa hasil yang di 
dapat dan proses dalam pengerjaan skripsi. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang mendasar atau 
secara teknis dalam proses penelitian, dengan adanya teknik pengumpulan 
data yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang sesuai 
dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan adanya tujuan penelitian 
manakala tidak mendapatkan data yang valid dan real jikalau tidak 
mengetahui mekanisme dalam pengumpulan data.34teknik pengumpulan 
data untuk menggali fakta yang real di lapangan bisa melalui wawancara 
sekaligus perekaman, dokumentasi foto serta dokumen – dokumen 
pendukung di gunakan oleh pewawancara dengan narasumber. 
Adapun teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi yaitu 
saling menghubungan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Dan 
Triangulasi mencangkup sebagai berikut: 
                                                          
34Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 60 




































Dalam observasi maupun pengamatan ada beberapa kriteria 
sebagai pendukung yaitu actor, tempat, kegiatan maupun suatu 
peristiwa yang terjadi. Observasi merupakan serangkaian kegiatan 
yang di lakukan dalam proses penangkapan dari rangsangan 
inderawi, khususnya mata sebagai indera penglihatan dan telinga 
sebagai pendengar untuk mendapatkan data dengan cara observasi 
atau pengamatan. Dengan adanya observasi ini bertujuan untuk 
mengkonfirmasi keadaan dilapangan.35 
Pandangan daripada tujuan observasi tidak terlepas dengan 
adanya penggambaran secara diatur di saat berlokasi di lingkungan 
subjek, aktivitas dapat dilakukan dengan subjek atau orang – orang 
yang terlibat dalam aktivitas itu sendiri. Penelitian dengan cara 
observasi yang sifatnya adalah non partisipatif. Non partisipatif 
merupakan seorang peneliti yang melakukan pengumpulan data 
tanpa melibatkan kedalam situasi peristiwa secara berlangsung, 
melainkan dnegan menggunakan media misalnya media masssa 
dsb.36 
Teknik yang di lakukan adalah dengan cara mengamati 
fenomena sekaligus mengumpulkan daripada kondisi realita sehari 
– hari untuk mengkaji mengenai Politik Ekologi Pada Arus Lokal 
                                                          
35Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 
66 
36Rulam Ahmadi. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: AR-RUZZA Media, 2017), hal 69 



































mengenai rencana pembangunan industri limbah B3 di Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 
2. Wawancara 
Pandangan dari Estenberg yang di kutip dari Sugiono 
mengenai istilah wawancara merupakan pertemuan antara 
narasumber dan pewawancara untuk melakukan proses bertanya – 
menjawab sehingga menghasilkan satu gagasan dalam kontruksi 
makna dalam topik yang di singgung.37 
Sedangkan pandangan dari Moleong memaparkan istilah 
wawancara merupkana seseorang yang melakukan pembicaraan 
dengan adanya maksud dan tujau tertentu yang di lakukan secara 
Face to Face yaitu pewawancara yang mengajukan serangkaian 
pertanyaan kepada terwawancara dengan memberikan jawaban. 
Wawancara pendekatan inilah dengan menggunakan mekanisme 
dalam proses wawancara.38 
Pada penelitian ini, teknik ini akan menggunakan 
wawancara medalam (in-depth interview)dalam proses penarikan 
data, kemudian denganpergerakan interview yaitu melakukan 
proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
Dalam proses pemilihan informan penelitian disesuaikan dengan 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan kondisi 
lingkungan. Pemilihan informan menggunkan teknik Snowball 
                                                          
37Sugiyono. (2009). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 317 
38Meleong, J, L, (2004). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Bina Remaja, 186 



































Sampling dimana informan dipilih pertama (Key Informan) 
kemudian bergulir dari informan satu ke yang lainnya, untuk 
memperoleh sumber informasi dibutuhkan sehingga terkumpul 
lengkap dengan melibatkan beberapa pihak dianggap mempuni dan 
memahami fenomena yang ada. dengan adanya data yang lengkap 
kaitanya dengan rumusan masalah, yaitu seputar perspektif 
masyarakat dalam rencana pembangunan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dan Implementasi kebijakannya perizinan 
pembangunan limbah B3 di Brondong Kabupaten Lamongan. 
Dengan memaparkan segala ide dan gagasan dengan tujuan 
wawancara ke pihak agar penggalian data yang di peroleh peneliti 
tidak melebar dengan focus tema yang di angkat dan di bahas oleh 
peneliti. 
Dalam proses wawancara manakala peneliti mempunyai 
pandangan tujuan yaitu ingin mencari informasi yang akan didapat 
secara komprehensif. Peneliti dapat melakukan serangkaian cara 
untuk terjun kelapangan dan melakukan kongkow dengan 
narasumber. Dan wawancara tersebut ada kaitannya dengan judul 
dan rumusan masalah. 
Selain itu cara yang di lakukan dalam bentuk wawancara 
sebagai penggalian informasi kepada narasumber berupa fakta di 
lapangan dengan topik yang di angkat Politik Ekologi Pada Arus 
Lokal dalam pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 di Desa 



































Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Penelitian 
dilakukan dengan model Face to Face, kemudian peneliti, 
menggunakan media sebagai pendukung atau sekunder yaitu voice 
recorder. Tujuan informan yang dipilih untuk diwawancara 
berharap mampu menjawab permasalahan yang ada. Wawancara 
tersebut ditunjukan kepada : 
a. Kepala Desa Tlogoretno 
b. Sekretaris Desa Tlogoretno 
c. Badan Permusyawaratan Desa Tlogoretno 
d. Masyarakat Tlogoretno 
e. Aliansi alam tani 
f. Walhi Jawa Timur 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengambil data informan dalam suatu peristiwa, peristiwa 
tersebut sebagai catatan dalam merumuskan permasalahan yang 
akan di teliti, untuk mengukur kevalidan data dengan cara 
mendokumentasikan sebagai jawaban sutau masalah yang di teliti 
melalui media dokumen dan kepustakaan. Peneliti menggunakan 
dokumentasi untuk memperoleh data terkait hasil laporan kegiatan 
yang telah dilakukan guna mengetahui perspektif masyarakat 
ataupun pandangan masyarakat mengenai rencana pembangunan 



































pabrik pengelolaan limbah (B3) di Desa Tlogoretno Kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan. 
E. Teknik Penentuan Informan 
Teknik penelitian informan dengan menggunakan cara Purpossive 
Sampling yang merupakan cara untu menentukan sumber data sekaligus 
mempertimbangkan informan yang di gali bukan dengan pengambilan 
informan secara acak, dalam konteks ini menentukan kriterian informan 
yang relevan dan ada kaitannay dengan problem atau masalah dalam 
penelitian.39 Oleh karana itu pertama kali untuk menggali informan yang 
relevan dengan suatu masalah mengenai perspektif masyarakat dalam 
rencana pembangunan pengelolaan B3 di Desa Tlogoretno, Kecamatan 
Brondong, Kabupaten Lamongan. Sebagai Peneliti tentunya berharap 
informan yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh 
peneliti, Informan sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Daftar Nama Informan Penelitian 
NO Nama Informan Jabatan Usia 
1. Bapak Sutram Kepala Desa Tlogoretno 42 Tahun  
2. Bapak Tarsono Sekretaris Desa 
Tlogoretno 
50 Tahun 
                                                          
39 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, danIlmu Sosial 
lainnya (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107 



































3. Bapak Pandi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) 
32 Tahun 
4. Hadi Fauzan  Aliansi Masyarakat 35 Tahun 
5. Ibu Sumarmi Masyarakat Desa 
Tlogoretno 
40 Tahun 
6. Wahyu Eka 
Setyawan 
KADIV WALHI JAWA 
TIMUR 
29 Tahun 
(Sumber: Hasil wawancara peneliti di lapangan pada hari senin, 15 Juni 
2020 pukul 15 : 00 wib 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam topik subbab mengenai analisa data lebih menekankan pada 
deskriptif kualitatif dengan hasil dari proses wawancara kepada 
narasumber yang telah di pilih oleh peneliti. Data yang di peroleh bukan 
hanya sekedar proses wawancara saja, melainkan data di peroleh dari 
lapangan, dokumen yang berupa laporan, foto dokumentasi maupun foto 
biografi. Yang di maksud dengan analisis adalah merumuskan suatu 
gagasan yang di tuangkan dengan mengelompokkan dan mengurutkan 
yang dapat di olah sehingga adanya sinkronisasi dengan tema yang di 
angkat oleh peneliti.40 
Mekanisme dalam analisa data dalam penelitian ini yaitu : 
                                                          
40Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
281 



































1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Hasil dari proses riset yang sudah di kumpulkan tentu perlu 
dalam proses reduksi. Istilah ini di artikan sebagai pengolahan data 
yang selanjutnya di pilih kedalam suatu konsep untuk menyesuaikan 
tema tersebut.41 
Dalam proses reduksi data lebih menekankan pada analisis 
temuan yang ada di lapangan, di sisi itu juga peneliti menelaah temuan 
yang di peroleh di lapangan dan menganalisa data sesuai dengan 
perspektif masyarakat dalam rencana pembangunan pengelolaan 
limbah B3 dan implementasi kebijakan perizinan pengelolaan limbah, 
bahan berbahaya dan beracun. 
2. Display Data (Penyajian Data) 
Proses penyajian data di lakukan dalam wujud uraian yang 
jelas dan singkat. Namun banyak juga penyajian data lebih 
menekankan pada penggunaan kata yang berbentuk cerita. Dengan 
seperti itu manakala penting merubah dan mengolah sesuai dengan 
topik yang di angkat untuk mempermudah peneliti dalam menyaji data. 
Dengan adanya penyajian data agar kedepan bisa ter akurat 
atau valid ketika di tuangkan dan relevan di lapangan sebagaimana 
Penyajian data yakni gambaran umum terkait rencana pembangunan 
pengelolaan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan. Selain itu juga melengkapinya dengan ketua 
                                                          
41Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif . ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003 ), 
70 



































aliansi masyarakat, Kepala Desa sebagai perwakilan mapun sumber 
informasi mengenai perspektif berbagai elemen masyarakat dan 
WALHI Jawa Timur sebagai LSM (lembaga swadaya masyarkat) 
mampu memberikan penjelasnya bagiama kebijakannya regulasinnya. 
3. Conclution Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 
Proses dalam menganalisis berupa sajian data menurut 
Miles dan Huberman yang berupa penelitian kualitatif adalah menarik 
suatu kesimpulan. Dan kesimpulan tersebut tidak di temukan jikalau 
tidak ditemukannya data yang fakta dan valid serta bukti pendukung. 
Jika sudah di temukan data fakta yang valid serta bukti pendukung di 
lapangan, maka kesimpulan tersebut relevan dan valid untuk 
menyingkat diksi sebelumnya. 
Dalam penelitian ini, kesimpulan yang telah didapatkan 
melalui tahapan pemilihan data yang disajikan dengan menemukan 
bukti-bukti yang kuat berupa perspektif masyarakat dalam rencana 
pembangunan pengelolaan limbah B3 serta melakukan pembicaraan 
melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Kemudian setelah di 
sajikan data bisa di tarik kesimpulan sebagai penawar kedepan dalam 
pemecahan masalah yang solutif. 
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 
Menurut Lexy J. moleong ada 4 kriteria yang digunakan untuk 
menetapkan keabsahan data yaitu derajat kepercayaan (credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan  



































kepastian (confirmability). Teknik pengamatan lapangan dan triangulasi 
data sangat diperlukan untuk menjaga keabsahan data. Teknik pengamatan 
lingkungan adalah Triangulasi. Selain itu triangulasi juga digunakan 
sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan.42 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika yang digunakan untuk mempermudah penulisan dalam 
penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN  
memuat latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan definisi konseptual. 
BAB II : KAJIAN TEORITIK 
Penulis akan mengeksplorasi kerangka teori politik hijau terkait 
permasalahan terhadap lingkungan hidup secara mendalam, serta 
menjawab kepentinganya pembangunan limbah B3 dimasyarakat 
keduanya dijadikan sebagai landasan konseptual untuk menjawab 
pertanyaan penelitian yang penulis angkat   
BAB III : METODE PENELITIAN  
Yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 
pemeilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan 
sitematika pembahasan. 
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
                                                          
42Ibid, hal 130 



































Memaparkan hasil penelitian, setting lokasi profile desa tlogoretno dan 
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) PT. DOWA Ecosystem, 
ltd serta membahas bagaimana perspektif masyarakat dalam rencana 
pembangunan pengelolaan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan 
Brondong, Kabupaten Lamongan dan implementasi kebijakan regulasi 
perizinannya dalam rencana pembangunan imbah B3. 
BAB V  : PENUTUP  
Memaparkan Kesimpulan dari hasil seluruh temuan penelitian serta 
memuat Saran atau rekomendasi teruntuk subjek penelitian sebagai 
penelitian selanjutnya. 
 



































PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
Sehubungan dengan tema peneltian kami angkat mengenai “Politik 
Ekologi pada Arus Lokal (Studi kasus pembangunan pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun di desa Tlogoretno Kecamatan Brondong, Kabupaten 
Lamongan)” dalam bab ini peneliti akan memaparkan deskripsi kedua subyek 
penelitisn, yaitu profile lengkap dari PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) 
dan PT DOWA. 
Pada bab kali ini yang akan menjelaskan sekilas profile lengkap dari PT. 
Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) PT. DOWA Ecosystem dan profile Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dengan tujuan lebih lanjut 
untuk mempermudah, memperkaya dalam penelitian serta menganalisis data dan 
temuan yang nantinya akan ditemukan dalam suatu proses penelitian, lalu kemudian 
selajutnya dipoint kedua peneliti bertujuan untuk menganalisis secara obyektif 
memilah dan menganalisis data, sehingga menjauhkan penelitian kearah 
subyektivitas dalam melihaat dan mengolah data, berikut adalah profile dari desa 
Tlogoretno : 
A. Deskripsi Umum lokasi Peneltian 
Desa Tlogoretno merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 
Brondong Kabupaten Lamongan, tepatnya berada di sebelah utara pantura dari pusat 
Kabupaten Lamongan, untuk jarak tempuh menuju kabupaten sendiri lumayan 



































sangat jauh yakni berkisar 53 km, sedangkan jarak tempuh dengan kecamatan 
Brondong sendiri lumayan dekat yakni berkisar  6 km Desa Tlogoretno meliputi dua 
Dusun Boho dan dusun Kapodang dilihat dari sisi keadaan geografisnya, jalan akses 
kedesa Tlgoretno sendiri tidak begitu sulit hal ini dikarenakan jalan sudah beraspal 
dan tertata dengan baik tidak disangkal setiap harinya banyak lalu lalang kendaraan 
melaju melewati menyusuri Desa Tlogoretno yang  menjadikan jalan alternatif 
utama menuju Kabupaten Tuban,  








Sumber : Data Geografi Desa Tlogoretno. 
Desa Tlgoretno kecamatan Brondong ini dapat dikategorikan menjadi dua 
bagian meliputi daerah pertanian. Serta Daerah pesisir pantai terletak disebelah utara 
kelurahan Brondong, Desa Sedayulawas, Desa Labuhan dan Desa Lohgung. 
Didaerah inilah sangat cocok dijadikan budidaya ikan (tambak udang, ikan kerapu 
dan bandeng) dan usaha penangkapan ikan dilaut. Untuk mata pencahariannya 
penduduknya sebagaian besar nelayan, petani tambak. Merantau ke luar negeri 
Sedangkan daerah lain meliputi daerah kawasan pertanian yang meliputi Desa 



































Sumberagung, Desa Sendangharjo, Desa Lembor, Desa Tlogoretno, Desa 
Sidomukti, Desa Brengkok dengan kondisi pertanian yang mengutamakan 
mengandalkan air tadah hujan. 43 Desa Tlogoretno ini mempunyai potensi unggulan 
dan berinovasi menaman jagung, padi semangka, blewah, cabe. Yang seringkali  
sebagai lumbung pangan, dihasilkan untuk menyambung bertahan hidup serta 
mencukupi kebutuhan ekonominya, di wilayah desa tlogoretno kecamatan brondong 
ini sebagian masyarakat nya merantau keluar negeri. 
1. Luas Wilayah 
Luas wilayah Desa Tlogoretno 548 km2 yang terletak dari pemukiman 
sawah tegalan hutan dan lainnya. Dengan jumlah penduduk 2.120 jiwa. Laki-
laki 1.056 jiwa dan Perempuan 1.064 jiwa antara lain terbagi menjadi 8 RT dan 
2 RW.   
Tabel 1.2  Luas Tanah Desa Tlogoretno 
Jenis tanah Jumlah 
Tanah Persawahan 246.043 ha 
Tanah Ladang 129.212 ha 
Tanah Perkantoran 6.797 ha 
Tanah Telogo 1.302 ha 
Tanah Kubran 3.125 ha 
Tanah Jalan Desa 2.516 ha 
                                                          
43https://lamongankab.go.id/brondong/profil/gambaran-umum diakses pada tanggal 09 juni 2020 pukul 
20:36 wib. 



































Tanah Sungai 3.000 ha 
Tanah lain-lain 23.260  
 
 
2. Batas-batas wilayah Desa Tlogoretno sebagai berikut: 
- Sebelah utara : dibatasi dengan laut  
- Sebelah selatan  : dibatasi dengan Desa lembor dan Desa Sendangharjo  
- Sebelah timur  : dibatasi dengan Desa Brengkok 
- Sebelah barat  : dibatasi dengan Desa Sidomukti. 
3. Visi dan Misi Desa Tlogoretno 
a. Visi : 
Terbangunnya tata kelola pemerintah desa dengan baik dan bersih guna 
mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. 
b. Misi  : 
- Melakukan reformasi system kerja aparatur pemerintah desa guna 
mempertimbangkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat. 
- Menyelengarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta 
bentuk-bentuk, penyelewengan lainya. 
- Menyelengarakan urusan pemerintahan Desa secara terbuka dan 
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undagan. 
- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa 
penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani. 



































- Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf 
kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju 
dan mandiri. 
B. Profile PT. Prasdha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan PT. DOWA 
Ecosytem Indonesia 
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) merupakan salah satu 
perusahaan yang beroperasi di tahun 1994 yang dipimpin oleh Koji Koruki lebih 
tepatnya fokus menyidiakan dalam layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan 
dan pembuangan dibidang limbah bahan berbahaya beracun (B3), PT. Prasadha 
Pamunah Limbah Industri memiliki saham 95% dibawah naungan PT. DOWA 5% 
yang bekerja sama dibawah pemerintahan Indonesia melalui Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Perusahaan induk PPLI, DOWA Ecosystem CO Ltd bergerak 
dibidang jasa pengolaan limbah industri yang sepenuhnya dimilki oleh DOWA 
Holdings Co Ltd Grup,44 Industri pengelolaan limbah dalam hal ini hadir sebagi 
bisnis masa depan di negara indonesia masih sangat terbukaknya peluang investasi 
untuk menggarap jasa pengelolaan dan penanganan limbah-limbah industri pabrik, 
rumah tangga yang terus meningkat tentunnya mendapat keuntungan nilali tersendiri 
baik secara finansial maupun dalam aspek meningkatkanya kualitas lingkungan 
hidup. 
Tentunya banyak manfaat pula yang bisa diperoleh dari jasa pengelolaan 
limbah tersebut, untuk saat ini pemerintah sedang mendorong kerjasama dengan 
bisnis pengelolaan limbah supaya para pelaku industri lainnya lebih tepat untuk 
                                                          
44http://www.ppli.co.id/about-us/about-ppli diakses pada tanggal 21 juni 2020 



































dalam hal pengelolaan limbah industri sehingga tidak membuang sembarang, hal ini 
juga sebagai upaya untuk menunjukan langkah gerakan baru untuk merubah 
perilaku dalam memperlakukan sampah dan limbah. 
 
C. Implementasi kebijakan regulasi perizinan rencana pembangunan 
pengelolaan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan 
Pembangunan apapun dalam konteks pemerataan ekonomi, sosial, 
pendidikan, kesehatan perlu adanya penguatan legitimasi dalam legal formal 
yaitu adanya hukum yang tertulis. Ketika berpacu pada persoalan rencana 
pembangunan limbah B3 di Desa Tlogoretno, maka perlu memperhatikan 
regulasi legal formil untuk meminimalisir resiko yang besar dan mendapatkan 
perizinan. 
Dilansir dari kominfo jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah 
Yusuf, menyatakan bahwa penanganan limbah B3 di Jatim harus dilakukan 
secara menyeluruh dan konprehensif. Pasalnya saat ini berdasar data dari Status 
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2015 tercatat 811.273 unit usaha 
(perusahaan) di Jawa Timur menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3).45 Khususnya perusahaan industri penghasil limbah B3 adalah Surabaya, 
yakni sebanyak 11.826.764 ton, lalu disusul Gresik sebanyak 3.350.228 ton. 
Sedangkan kota-kota lain limbahnya masih di bawah sejuta ton, di antaranya 
                                                          
45 http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/penanganan-limbah-b3-di-jatim-harus-dilakukan-
menyeluruh di akses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul `00.37 WIB. 



































Pasuruan 844.694 ton, Mojokerto 281.691 ton, serta Tuban 244.754 ton.46 
Sementara penempatan pengelolaan pabrik limbah B3 kurang lebih 39% limbah 
B3 yang dibuang ke Cileungsi Bogor. Sedangkan 61% sisanya masih diteliti 
lewat manifestnya Dalam hal ini manakala terkait dengan adanya implementasi 
kebijakan politik lingkungan yaitu pentingnya dengan adanya Undang – Undang 
Np. 32 tahun 2009 tentang PPLH. 
Dengan adanya pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 
tentang PPLH yaitu menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi  perencanaan,  
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum.47. 
Sementara perihal acuan data secara faktual atau secara formil yang di 
keluarkan baik dalam pelaksanaannya di jajaran pemerintahan pusat, 
pemerintahan provinsi, bahkan di pemerintahan kabupaten masih belum di 
keluarkan berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 UU No. 32 tentang PPLH yang 
memperhatikan pada aspek pelestarian lingkungan hidup, pencegahan 
pencemaran yang mengedepankan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.  
 
                                                          
46 Ibid.,  
47 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, 3. 



































Pada dasarnya bahwasanya ekosistem lingkungan harus di jaga 
dan di tatakelola dengan baik sebagaimana yang di atur dalam UU No. 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) bagian ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui 
Pengadilan dalam paragraph 1 tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan 
Lingkungan yang di atur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: Setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau  lingkungan hidup 
wajib   membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.48  
Sebagaimana juga yang di atur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku 
mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara  
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) setiap masyarakat berhak untuk mempertahankan 
ekolgi lingkungan, atas jaminan sebagaimana di atur pada pasal 87 ayat (1) 
setiap pelaku usaha melakukan kegiatan melangar hukum yang berupa 
pencemaran serta perusakan lingkungan hidup ataupun merugikan orang 
lain, diwajibkan pihak korporasi membayar ganti rugi secara legal formil 
sesuai dengan aturan itu dilanggarnya semestinya diatur UU No. 32 tahun 
2009 tertang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan 
                                                          
48 UU No.32 tahun 2009 ttg PPLH, h. 54. 



































adanya hukum tertulis masyarakat tidak dirugikan sebagai jaminan 
perlawanan secara hukum tertulis. 
Wacana yang di bangun dalam implementasi kebijakan secara 
teknis dan regulatif dalam pembangunan pengelolaan limbah B3 di atur 
dalam PP No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 (Bahan 
Berbahaya dan Beracun) bahwa konsentrasinya ataupun sifatnya baik 
secara lansung dan tidak langsung membahayan lingkungan hidup, soal 
kesehatan, sumber daya alam manusiawi dan hewani yang ada dimuka 
bumi ini,  
Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai  Bahan Berbahaya dan 
Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 
Pasal 2 ayat (2) tentang uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang 
selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk 
mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian 
hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian 
pada populasi hewan. 
Pasal 1 ayat (11) Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang 
meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbun 




































D. Pandangan masyarakat dalam rencana pembangunan pegelolaan limbah 
B3 Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Tlogoretno Kecamatan 
Brondong 
Di dalam dinamika persepsi atau pandangan yang terjadi saat ini antara 
masyarakat Desa Tlogoreto Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, 
pemerintahan dan bahkan dari pengembang swasta adalah dengan adanya 
pembangunan limbah B3  di Desa Tlogoretno. Pro dan kontra yang terjadi di 
dalam masyrakat merupakan hal yang lazim sebagai manifestasi tuhan yang 
maha pencipta. Ada yang baik maupun yang jahat, ada yang benar maupun salah 
karena persoalan pandangan secara prespektif dari manusia tersendiri.  
Jikalau dengan adanya UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Linglkungan Hidup dalam pasal 1 ketentuan ayat (2) menyebutkan 
bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum.49 Dalam delik pasal ini menjadi suatu hak 
bagi masyarakat untuk mengetahui dan mempertahankan ekosistem lingkungan 
bagi masyarakat. Khususnya dalam merawat alam. Karena pertanian merupakan 
tempat yang di manfaatkan untuk keberlangsungan hidup untuk menghasilkan 
pangan agar lebih terjamin dalam kehidupannya di seluruh indonesia. karena 
                                                          
49UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, h. 3. 



































yang menjadi pokok kebutuhan hidup adalah pangan, bukan produk limbah B3 
yang berupa beton. Jikalau pembangunan industrialisasi semakin masif, maka 
harga pangan akan semakin naik atau mahal. Sehingga jurang kemiskinan akan 
terjadi melihat fenomena terjadi pandemi covid – 19 yang memprioritaskan pada 
pekerjaan di pabrik daripada di sektor pertanian maupun perikanan. 
Adapun prespektif masyarakat desa tlogoretno dalam pembangunan 
pabrik limbah B3 di Desa Tlogoreto Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan yaitu: 
Bapak Sutram, umur 45 yang menjabat sebagai Kepala Desa. 
Tugas dan Fungsi dari kepala desa berdasarkan pada pasal 6 ayat (1) yaitu  
Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa yang berbunyi Kepala Desa berkedudukan sebagai 
Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa.Dalam konteks inilah pemerintah Desa khususnya mengetahui rencana 
pembangunan pabrik limbah khususnya argumentasi yang di sampaikan oleh 
kepala desa pada penelitian yaitu: 
“… Iya mengetahui mas terkait adanya rencana pembangunan 
limbah B3 di Desa Kami khususnya Tlogoretno, setiap limbah 
memiliki penanganan yang berbeda-beda tergantung seberapa 
jumlah besarnya limbah dihasilkan dan masih proses pengkajian 
ulang. Diantaranya masih saja banyak pelaku industri yang 
membuang limbah sembarangan, pembangunan pabrik pengolah 
limbah B3 sudah ada di Jawa Barat dan Jawa Timur di Kabupaten 
Mojokerto lalu ditahun berikutnya di Desa Tlogoretno menjadi 
pijakan rencana pembangunan nantinya, tentunya dalam  rencana 
pembangunan tersebut memang sudah direncanakan sudah jauh-
jauh hari, kebijakan dari pemerintah pusat izin ke Dinas KLHK 
(Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ketika sebelum Bu 



































khofifah manjabat sebagai gubernur kira-kira masih  dalam 
kepemimpinan Pakde Sukarwo yang menjabatnya, dan untuk 
sementara saat ini sudah ada pembebasan lahan warga sekitar 
kurang lebih 50 hektar, milik warga Desa Brengkok, sendangharjo 
dan Sidomukti..”.50 
 
Dengan statement yang tertuang di atas menunjukkan bahwa 
kepala desa mendukung dengan adanya rencana pembangunan limbah B3 
di Desa Tlagaretno, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dengan 
di laksanakan seperti ini untuk menjaga ekosistem lingkungan dengan 
adanya pemanfaatan limbah baik limbah industri pabrik maupun rumah 
tangga. Namun di sisi lain ada suatu kejadian tertumpahnya B3 (Bahan 
Berbahaya Beracun) yang terjadi di Brebes yang tercemar, sehingga 
masyarakat sekitar menyesalkan kejadian tersebut yang berdampak pada 
sektor pertanian maupun pemukiman.51 
Representasi dari pandangan kepala desa terkesan masih belum 
adanya pemahaman yang komprehensif dan minimnya penggalian 
informasi mengenai pembangunan pabrik limbah B3 yang akan di bangun 
dalam kurun waktu yang dekat ini. Secara ukuran perbandingan rencana 
pembangunan limbah B3 di Tlogoretno lebih besar daripada pabrik limbah 
B3 di lakardowo, Mojokerto. Dalam pandangan ini seperti apa yang di 
sampaikan oleh kepala desa tlogoretono adalah: 
“… Begini mas rencana pembangunan di Mojokerto dengan Desa 
Tlogoretno Kecamatan Brondong ini  ground breking berbeda di 
mojokerto khusus menampung limbah-limbah skala kecil sedangkan 
                                                          
50 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 
51https://solo.tribunnews.com/2019/12/03/soal-limbah-b3-dari-pt-rum-yang-tumpah-dan-tercemar-di-
brebes-jatim-begini-jawaban-pt-rum di akses pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 22:10.  



































di Tlogoretno dalam skala jumlah besar termasuk limbah industri 
pabrik, rumah tangga, rumah sakit dll ketika waktu itu saya 
mengikuti acara sosialiasi di kecamatan Brondong…”52 
 
Padahal jikalau mengenai statement yang di sampaikan oleh kepala 
desa terkesan belum memahami kondisi yang akan berdampak pada 
lingkungan yang akan terjadi di kemudian waktu jikalau akan terjadi 
jikalau ada pembangunan pabrik limbah B3 yang berpotensi pencemaran 
lingkungan. Seperti halnya pencemaran aliran irigasi atau sungai, dan 
bahkan berpotensi berdampak pada manusia sekitar seperti halnya yang 
terjadi di Lakar Dowo. meskipun pabrik pengolahannya dalam skala kecil 
daripada rencana pembangunan pengelolaan limbah pabrik B3 (Bahan 
Barbahaya dan Beracun). 
 Berdasarkan mengenai profil desa Tlogoreto, jumlah luas tanah 
keseluruhan yang ada di desa Tlogoretno mencapai 426.155 Hektar selain 
Hutan. Khususnya di sektor persawahan mencapai 246.043 Ha, sektor 
ladang mencapai 129.212 Hektar, Sektor pekarangan mencapai 4.797 Ha. 
Dalam hal ini memang di desa Tlogorejo memang masih dalam kategori 
tanah agraris. 
Namun di sisi lain manakala Kepala Desa tersendiri juga 
mempertimbangkan dalam aspek ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui sektor perekonomian baik di desa 
tlogoretno dan juga sekitarnya untuk membuka lapangan kerja yang seluas 
– luasnya. Dam yang pasti kepala desa mempunyai tujuan tersendiri untuk 
                                                          
52 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 



































mengentaskan atau mengurangi jumlah tingkat kemiskinan yang ada di 
desa tlogoretno dan sektitarnya. Namun juga kepala desa  juga melihat 
dari faktor kejadian yang ada sempat ada isu penolakan yang terjadi di 
dalam unsur masyarakat khususnya di desa tetangga yaitu Sendangharjo, 
Brengkok, dan Sidomukti. Alasan dengan adanya penolakan tersebut 
berpotensi terhadap sektor pertanian, perkebunan, pertambakan, perikanan 
dll yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan pada mula rencana 
pembangunan limbah pabrik B3 pada  bulan maret 2020, namun di tengah 
pandemik covid – 19, maka aktivitas dari perusahaan masih belum ada dan 
tidak adanya aktivitas penolakan selama pandemi covid – 19. Karena pada 
dasarnya sempat mencuat issue penyebaran pandemi covid – 19 masuk di 
Indonesia pada bulan maret. Dengan penyebaran virus pandemic covid – 
19 berdampak pada aktivitas manusia pada lazimnya. Aksi penolakan 
yang di lakukan oleh masnyarakat semakin terhambat, begitupun juga 
aktivitas dalam rencana pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 
dengan tujuan agar tidak semakin banyak dan berdampak penyebaran 
virus pandemic covid – 19 sesuai dengan himbauan dari pemerintahan. 
Adapun argumentassi yang di paparkan oleh kepala desa seperti berikut: 
“… Dari segi ekonomi bisa terjadi untuk membantu keberlangsungan 
hidup menopang ekonomi di masyarakat khususnya. Kendalanya 
dalam rencana pembangunan pabrik tersebut sempat ada 
perlawanan dari masyarakat itu sudah hal biasa terjadi, juga sempat 
konflik dan mengalami penolakan keras dari Alam tani dan 
penolakan yang terjadi di desa tetangga yaitu Sendangharjo, 
Brengkok, Sidomukti. yo selama iki dirasa gak ono aktivitas teko 



































pihak pemgembang adem ayem aman saja mas opo maneh  ulan iki 
terjadi covid-19 mungkin iku menjadi kendala saat ini...”53 
 
Sebelum awal pembangunan pabrik yang di laksanakan oleh pihak 
pengembang, masyarakat pun mendapatkan CSR (Corporate Social 
Responbility) yang berupa Ambulan untuk mobilitas kesehatan warga. 
Dalam hal ini manakala dari pihak pengembang mempunyai tujuan untuk 
memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperlancar proses pendirian 
pabrik limbah B3. Dan pengembang konteks inilah sebagai bentuk 
komitmen perusahaan dalam memberikan kebutuhan masyarakat dan juga 
masyarakat dapat bekerja sama dengan perusahaaan. Pada dasarnya dari 
pihak perusahaan sudah melakukan berbagai macam kajian lingkungan 
berupa AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) oleh pihak pengembang. 
dan memang sudah mendapatkan restu dari pemerintah provinsi jawa 
timur dan juga dari pemerintah kabupaten lamongan. Dalam konteks inilah 
manakalah ada beberapa masyarakat yang berada di kawasan pengolahan 
pabrik limbah B3 di kumpulkan di Kantor Kecamatan Brondong untuk 
mengikuti sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan limbah B3 dan 
menyampaikan manajemen resiko agar masnyarakat disisi lain terjaga 
lingkungannya sekaligus masyarakat juga mendapatkan keuntungan 
seperti halnya statement yang di sampaikan oleh kepala desa yaitu: 
“… Sudah mas waktu di sosialisasikan beberapa warga berkumpul 
di kantor Kecamatan Brondong, untuk membahas rencana 
pembangunan pabrik, nah yang membedakan dari pemgembang asal 
jepang dengan lainnya tentunya lebih bertanggungjawab apapun 
                                                          
53 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 



































resiko jika terjadi nantinya dan juga sebelum pembangunan 
terealisasikan sudah diberi CSR atau berupa Ambulan untuk 
mobilitas kesehatan warga. Dan saat ini setelah ada sosialisasi 
untuk kemarahan dari warga sudah mulai teratasi, bisa menerima 
masalah tersebut sudah clear, AMDAL nya juga sudah keluar mau 
gimana lagi mas, itu toh juga sudah kebijakan dari pemerintah 
provinsi, apapun itu kalau ada pembangunan dan pembebasan lahan 
jelas-jelasnya lebih tepat ada pro dan krontradiksi di masyarakat...54 
 
Pada mulanya masyarakat memang mengalami suatu ketakutan 
dengan adanya rencana pembangunan pabrik limbah B3 yang berpotensi 
pencemaran lingkungan dan yang di khawatirkan adalah dari sektor 
pertanian dan perikanan yang terkena imbasnya jikalau ada pendirian. 
Pandangan dari masyarakat akan khawatir dengan adanya pendirian 
pengelolaan pabrik limbah B3 dan mindset dari masyarakat yang 
berprofesi sebagai petani maupun petambak agar tetap menjaga 
lingkungannya tetap lestari. Dalam konteks penolakan yang terjadi 
mengenai pembangun pabrik tersebut seperti halnya yang di sampaikan 
oleh kepala desa yaitu: 
“… Hal biasa.untuk setuju atau tidaknya sebagian orang awam ya 
masketika disaat terdengar kata-kata oleh  limbah pabrik maupun 
industri otomatis terkejut, ketakutan terjadi, semua orang akan 
berpikir panjang mulai dampak ekologi lingkungan bagiamana anak 
cucunya, saya sedikit memberikan pemahaman begini mas disaat 
saya diundang ke kantor kecamatan brondong mengahadiri  acara 
sosialisasi mengenai rencana pembangunan limbah B3 ini tidak 
terlepas dari SOP yang diterapkan nantinya jika melanggar dari 
pihak pengembang ada saksi tersendiri, yang membedakan 
perusahaan Jepang sama yang lain menurutku lebih bertanggung 
                                                          
54 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 



































jawab dan pembangunan itu sudah terjadi serta memenuhi izin dari 
pemerintah provinsi, Kabupaten dinas LHK ya Sah saja mas..”55 
 
Dan mengenai AMDAL sudah keluar, namun IMB (Izin 
Mendirikan Bangungan masih belum ada seratus persen, karena masih ada 
dalam pertimbangan terkait dengan adanya fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat terkait dengan adanya penolakan seperti halnya yang di 
sampaikan oleh kepala desa yaitu: 
“...AMDAL (analisis dampak lingkungan) sudah keluar kemungkinan 
tingal menunggu IMB nya belum seratus persen ada, maka dari itu 
menjadi persoalan mendasar dan bahan pertimbangan di 
masyarakat, terkait pembangunan industri penapungan limbah B3, 
dengan adanya wabah COVID-19 ini proses pembangunan 
terhambat dan sementara ini tidak ada perlawanan dari masyarakat 
sekitar mas, terkecuali dengan adanya aktivitas dari pihak 
pengembang PT. DOWA Ecosystem...56 
 
Bapak Tarsono, umur 50 tahun yang menjabat sebagai Sekretaris 
Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam 
pandangan prespektif dalam pembangunanj pabrik pengolahan limbah B3 
di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal 
ini bapak tarsono mempunyai pandangan secara prespektif menurut 
masyarakat yaitu: 
“...Ya, masyarakat saat ini secara representasi tentunya ada yang 
bersikeras menolaknya mengenai pembangunan pabrik limbah 
tersebut oleh pihak PT. Dowa membebaskan lahan secara diam-diam 
tanpa pemberitahuan, warga Tlogoretno merasa tetipu jual lahan 
                                                          
55 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 
56 Sutram, Wawancara oleh penulis, 16 juni 2020. 



































untuk pabrik pengelola limbah B3 disamping juga lokasi lahan sudah 
dibebaskan sekitar 50 disisi lain rencana pembangunan pengelola 
limbah B3 Bupati lamongan Fadli mengklaim memastikan warga 
Tlogoretno, sudah tidak ada penolakan dikarenakan uapya dilakukan 
PT. DOWA intens ber komunikasi dengan para tokoh masyarakat, 
Fenomena terkait rencana pembangunan pabrik limbah B3 memang 
benar ada terealisasi, dari pihak PT. PPLI mengantongi perizinan 
dalam pembebasan lahan nya mas, Gubernur Khofifah 
mengkontruksi kan jika tidak ada kendala insaallah mulai berjalan 
tiga bulan setelah itu..”57 
 
Dalam pernyataan apa yang disampaikan oleh bapak tarsono 
adalah masyarakat tetap bersikeras dengan adanya pembangunan pabrik 
pengolahan limbah B3. Karena penolakan tersebut dengan alasan 
bahwasanya masyarakat tidak ada pemberitahuan yang real jikalau ada 
pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3. Dan sebagian masyarakat 
sudah terlanjur untuk menjual tanahnya  hingga mencapai 50 hektare, 
kepada PT. Dowa dan masyarakat juga kecewa. Sekaligus apa yang di 
sampaikan oleh Bupati lamongan (Bapak fadeli) mengklaim bahwasanya 
masyarakat sudah menerima dengan adanya rencana pembangunan pabrik 
limbah B3, dan itu sangat kontradiktif dengan realita yang ada di 
masyarakat. Dan juga pernyataan dari Gubernur Jawa Timur periode 2018 
– 2023 (Ibu Khofifah) terkesan mendukung dengan adanya pendirian 
pabrik limbah B3 jikalau tidak ada kendala menurut pandangan dari bapak 
tarsono selaku sekretaris desa. 
Sedangkan dalam pernyataan dari pak kades adalah merujuk 
dengan pendirian pabrik limbah B3 di lakardowo dan memang kepala desa 
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tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan proses rencana 
pendirian pabrik. Karena pendirian pabrik sudah menjadi ranahnya baik 
provinsi maupun kabupaten. Namun yang menjadi kecewa masyarakat 
sekitar kepada bupati lamongan bapak fadeli menyatakan secara sepihak 
bahwasanya masyarakat menerima, namun ada beberapa masyarakat juga 
menolak dengan adanya pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3. 
Sedangkan apa yang di sampaikan oleh bapak tarsono selaku sekretaris 
desa mengenai pandangan warga Negara di jamin hak hidup untuk sehat 
ketika pengembang melakukan pelanggaran yang merugikan masyarakat 
adalah: 
“...Solusi lain menurutku pribadi mas, soal pengelolaan limbah 
memang lebih disarankan langsung pengelolan pada tempatnya 
ketika meproduksi apa yang dihasilkan tangungjawab semestinya 
dari pihak korporasi perusahaan yang bekerjamasa saling 
mengutugnkan, dan pemeritah juga harus hadir untuk mengontrol 
setiap sisa residu berbaya pembuangan limbah B3 tersebut, dengan 
adanya kebijakan desentralisasi setiap daerahnya, yang perlu digaris 
bawahi di Jawa Timur sudah ada di Lakardowo Mojokerto, kemudian 
berlanjut pembangunan di lamongan…”58 
 
Pernyataan apa yang di sampaikan oleh bapak sekretaris desa 
terkesan normatif. Dan pandangan dari bapak sekretaris desa kepada 
pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten juga ikut 
andil dalam mengontrol proses operasional yang di laksanakan oleh 
perusahaan jikalau memang pembangunan itu terealisasi menjadi 100 
persen. 
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Pada dasarnya bahwasanya ekosistem lingkungan harus di jaga 
dan di tatakelola dengan baik sebagaimana yang di atur dalam UU No. 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) bagian ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui 
Pengadilan dalam paragraph 1 tentang Ganti Kerugian dan Pemulihan 
Lingkungan yang di atur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: Setiap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau  lingkungan hidup 
wajib   membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.59 
Sebagaimana juga yang di atur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku 
mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara  
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah)60. 
Dalam dinamika terkait dengan persengketaan memang menjadi 
suatu tantangan bagi masyarakat dalam mempertahankan kepemilikan 
tanah atau ladang sawah, khususnya yang berprofesi sebagai petani dengan 
betul – betul untuk menjaga. Namun pada prinsipnya pengembang atau 
pemodal dengan segala cara melakukan proses agitasi atau mempengaruhi 
paradigma petani yang kategorinya “kaum marhaen” yang selalu di iming – 
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imingi dengan persoalan materi atau nominal. Adapun pernyataan yang di 
sampaikan oleh bapak sekretaris desa yaitu: 
“...Begini mas soal pembebasan lahan pertanian itu milik 
sepenuhnya masyarakat Desa Sendangharjo, Brengkok, Sidomukti 
sedangkan Tlogoretno hanya saja tempat geografis lahannya. Untuk 
pemberitahuan masyarakat dirasa sudah dilakukan kemungkinan 
sebelumnya warga tergiur ketika tanah nya ditawar dengan harga 
dua kali lipatnya” Dan sebagai pemilik lahan yang sudah dibebaskan 
oleh PT. Dowa mengaku kecewa mas, ini cerita dari warga yang 
mejual tanah produktif mereka  kan  niat awalnya dikira tidak dibuat 
pabrik limbah...61 
 
Masyarakat pun mengalami beberapa kekecewaan yang di alami 
dengan di perdayakan persoalan materi yang menggiurkan hingga 
mencapai 2x lipat dengan mengorbankan tanah yang menjadi warisan para 
pendahulu. Pernyataan di atas menjadi suatu kegelisahan dari masyarakat 
yang sudah menjual tanahnya. Mengenai CSR sudah di lakukan oleh pihak 
pengembang sebagai wujud komitmen memberikan keuntungan bagi 
masyarakat berupa mobil ambulan, meskipun pelaksanaan dari 
pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di desa Tlogoretno. Dan 
rencana awal mula di bangunnya pabrik pada bulan mei 2020 Hal ini di 
sampaikan oleh pak sekdes yaitu: 
“...Untuk saat ini permasalahan sudah clear dari pihak pegembang 
melakukan koordinasi bersama warga  adapun hal lainnya PT. Dowa 
juga sudah memberikan jaminan kelayakan kesehatan, bukti intens 
nya mobil ambulan sudah diberikan ke balai Desa Tlogoretno, 
memang benar ada keseriuan akan membangun pabrik pengolah 
limbah dan juga sebelumnya di Jawa Timur bertempat Mojokerto 
salah satunya.kira-kira dibulan Mei 2020 jika tidak ada hambatan, 
masih perlu ada peninjauan kembali ekologi lingkunganya dampak 
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kualitas sumber dalam alam menurun, pernah juga mengalami 
kekeringan air…”62 
 
Dalam konteks inilah yang menjadikan masyarakat pun menjadi 
pasrah karena tanah yang di jual untuk pemanfataan lahan yang di gunakan 
sebagai pengolahan limbah B3. Ada beberapa masyarakat yang menghadiri 
dalam acara sosialisasi di kecamatan brondong. Dan salah satu dari acara 
tersebut yaitu bapak kepala desa yaitu bapak sutram, pak tarsono selaku 
sekretaris desa, pak pandi selaku dari unsur BPD dan juga mas hadi fauzan 
selaku ketua aktivis lingkungan alam tani sekaligus warga dari desa lain 
khususnya desa brengkok, desa sendangharjo dan desa sidomukti. Adapun 
statementnya yaitu: 
“...waktu itu yang tunjuk untuk menghadiri acara sosialisasi di 
Kecamatan Brondong salah satunya bapak Sutram, pak pandi saya 
sendiri juga mengikuti ma, ada juga berbagai pihak  aliansi alam tani 
diketuai oleh Hadi Fauzan bersetra keanggotannya serta perwakilan 
dari kepala Desa Brengkok, sendangharjo dan sidomukti…”63 
 
Namun hasil dalam sosialisasi yang di dapatkan mengenai 
rencana pembangunan pabrik pengolah limbah B3 di Tlogoretno yaitu 
prosedur atau mekanisme dalam pengelolaam limbah yang baik sesuai 
dengan anjuran yang di tetapkan oleh pemerintahan, tata cara dalam 
menangani limbah B3 yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan. Dan memang senada dengan harapan yang di sampaikan 
kepala daerah bupati lamongan yaitu bapak fadli untuk menghimbau 
kepada pelaku usaha untuk memprioritaskan kepada aspek kesehatan dan 
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mengantisipasi dengan adanya resiko pencemaran lingkungan dari hasil 
limbah berbahaya seperti halnya statement yang di sampaikan yaitu: 
“...Ada mas beberapa point yang saya dapatkan ketika mengahadiri 
acara sosialisasi di kantor Kecamatan Brondong, mulai dari 
Bagaimana cara pengelolahan limbah dengan benar sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tata caranya dalam 
menanganinya meliputi pengurangan, peyimpanan, pengumpulan, 
senada dengan harapan dari Kepala daerah Bupati Fadli 
mengutarakan dan menghimbau agar semua pelaku usaha dan 
pelayanan kesehatan lebih mengutamakan aspek kesehatan disisi lain 
juga mengatisipasi terjadinya resiko terjadinya pencemaran 
lingkungan akibat limbah berbahaya yang dihasilkan seperti halnya 
sudah terjadi di Lakardowo Mojokerto, lingkungan hidup baik dan 
benar merupakan hak setiap warga negara, ketika pelaksaan 
pembangunan terealisasi tidak mengancam keberlangsungan hidup 
manusiadan lingkungan alam sekitar…”64 
 
Sehingga manakala sebelum adanya realisasi pembangunan 
pabrik pengolahan limbah ini perlu adanya urgensi dalam pengkajian lebih 
lanjut untuk mengantisipasi dengan adanya pencemaran lingkungan dan 
mengancam sektor pangan dan juga dengan mengedepankan sektor 
kesehatan. 
Bapak pandi S.Kom, umur 32 tahun dari unsur BPD Desa 
Tlogoretno, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam 
pandangan prespektif dalam pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 
di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal 
ini bapak pandi mempunyai pandangan secara prespektif menurut 
masyarakat yaitu: 
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“...Menurut pandangan dari masyarakat sebagian ada yang pro dan 
kontra secara ilmiah disaat masyarakat terdengar soal pembangunan 
limbah otomatis akan mengalami ketakutan, terkait pembangunan 
limbah B3, pada dasarnya itu hanya sekadar aspirasi saja 
dikarenakan permasalahan perizinan tersebut memang sudah ada 
paten bukan sekedar dari Desa saja itupun langsung dari pemerintah 
pusat provinsi Jawa Timur,  kementerian LHK dan Kabupaten, 
Kecamatan maka dari itu kemarin ada sebuah gerakan masyarakat 
Desa tetangga Brengkok, Sidomukti, Sendangharjo, ada juga dari 
Tlogoretno membuat barner gerakan sosial menolakan pembangunan 
limbah B3, dengan ada alasan tersendiri masyarakat sampai saat ini 
masih menolaknya ? karena beberapa faktor yang masih mengganjal 
atapun ketimpangan di pikiran masyarakat sisa pembuangan akhir 
limbahnya itu akan dialirkan ke sungai,  sedangkan aliran sungai 
adalah sumber pokok utama untuk mata pencaharian pertanian 
ketika disaat musim penghujan dimanfaatkan bertani, dan musim 
kemarau dijadikan aliran tambak, yo ngeri mas lek  misalkan aliran 
sungai iku wis tercemar cairan limbah pabrik…”65 
 
Dengan adanya pernyataan di atas merupakan salah satu langkah 
upaya dari masyarakat mengenai penolakan pembangunan pabrik 
pengolahan limbah B3 yang ada di desa tlogoretno. Dan yang di 
khawatirkan dampak kedepan dapat berpotensi dalam pencemaran 
lingkungan. Dan sungai merupakan aliran air dalam skala besar untuk 
mengaliri sektor pertanian maupun perikanan. Dan yang pasti manakalah 
sebagai masyarakat awam memicu paradigma atau mind set negatif atas 
mosi ketidakpercayaan kepada pemerintah yang cenderung ada permainan 
dari korporasi dan mafia, sehingga masyarakat enggan dalam proses 
pendirian pabrik yang dapat berdampak pada generasi selanjutnya baik 
anak maupun cucu. 
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Di tengah pandemic covid – 19 khususnya Indonesia sebagai 
Negara yang terimbas pada penyebaran covid – 19, sehingga dalam 
mekanisme apapun yang di rencanakan oleh pihak pengembang masih 
belum ada aktivitas dalam pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 di 
desa Tlogoretno. Sehingga aktivitas masyarakat mengenai penolakan 
belum ada kelanjutan secara langsung dan aktivitas kembali normal seperti 
biasanya sesuai statement dari bapak pandi S.Kom selaku BPD desa 
Tlogoretno yaitu: 
“...Untuk penolakan kelanjutannya saya belum bisa memastikan mas, 
menurutku selagi gak ono aktivitas teko pihak pengembang 
masyarakat saat ini kehidupannya normal seperti biasa, soalnya itu 
kan pembangunan sudah direncanakan sejak awal dibulan mei dan 
sampai sekarang belum ada kejelasan oleh pihak pengembang 
walaupun perusahan asal Jepang sudah pernah memaparkan profil 
serta mengadakan kerjasama sesuai dengan keahlian dibidang 
penanganan/pengelolaan limbah, yang menjadi pertanyaan mendasar 
mengapa sampai sekarang tak kunjung terealisasi proses 
pembangunannya kemungkinan wabah Covid-19 sebagai penghalang 
hambatan juga dalam proses penyelesaian mendirikan pabrik 
pengolah limbah…”66 
 
Bapak Hadi Fauzan, umur 34 tahun dari Ketua Aktivis 
Lingkungan Alam Tani Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, 
Kabupaten Lamongan. Dalam pandangan prespektif dalam pembangunanj 
pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan dalam hal ini bapak hadi fauzan mempunyai 
pandangan secara prespektif menurut masyarakat yaitu: 
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“...ketidaktahuan masyarakat akan dialih fungsikan lahan yang akan 
dijual, awal menjual lahan sawah kepada makelar tanah tidak 
diberitahu kalau nantinya lahan tersebut dijadikan perusahaan 
pengolah limbah B3 dengan tergiur harga tinggi otomatis 
menjualnya, nampak setelah itu masyarakat sekitar mulai sadar dan 
enggan menjual lahan dijadikan pabrik limbah B3 karena berdekatan 
dengan lahan pertanian, garam dan sungai kecil yang dinilai bisa 
merusak ekologi lingkungan sekitar, hingga saat ini warga masih 
merasa kecewa setelah menjual lahan yang dibebaskan oleh PT. 
DOWA dari kebutuhan 50-60 hektar yang sudah dibebaskan oleh PT. 
DOWA baru berkisar 25 hektar tetapi warga sudah mengetahui 
tujuan ketika lahan dijual ternyata dijadikan perusahaan pengolah 
limbah, disisi lain Desa Tlogoretno merasa kesulitan air bersih 
bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, warga 
mengambil air sumur dari tetangga sebelah Sidomukti, berjarak 
sekitar 3 km menggunakan pipansi, perlu dipertimbangkan lebih 
lanjut masih meragukan terkait hasil studi kelayakan uji AMDAL 
tidak pernah dipublikasi diinformasikan ke masyarakat pada 
kenyataanya, yang menarik, PT. Dowa juga menarik simpati warga 
dengan memberikan bantuan mobil ambulan sebgai sarana mobilitas 
pengobatan, secara logika yo mas pabrik durong rampong kok wis 
diberi CSR, gara-gara sudah ramai di media, saya mewakili 
masyarakat sebagai gerakan alam tani berharap kalo bisa mas, untuk 
lokasinya dipindahkan bukan di Desa Tlogoretno karena sebab tidak 
ada kaitannya dengan pengolahan limbah dikawasan pantura adalah 
maritim laut, tidak ada istimewa soal perushaan limbah yang ada 
banyak mudhorot nya…”67 
Statement pernyataan di atas menunjukkan bahwa ketidaktahuan 
masyarakat jikalau lahan akan di alihfungsikan menjadi rencana 
pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3. Memang pada mulanya 
masyarakat tergiur kepada harga yang di tawarkan oleh makelar tanah 
dengan harga 2x lipat. Namun seiring dengan berjalannya waktu 
manakalah masyarakat pun merasakan penyesalan akan rencana di 
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alihfungsikan tanahnya untuk pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 
yang berpotensi dapat merusak lingkungan. 
Dalam konteks ini masyarakat pun menuai aksi protes penolakan 
rencana pabrik pengelolaan limbah B3 yang mana masyarakat sekitar akan 
mengalami kerugian. Maksud dari aksi protes tersebut karena tanah 
kelahirannya di rampas oleh pihak korporasi yang bekerja sama dengan 
elite politik yang rakus akan uang. Karena tentu manakala tanah tersebut 
adalah warisan dari nenek moyang yang seharusnya di pertahankan untuk 
mewujudkan ketahanan pangan. Dan yang pasti masyarakat pun geram 
jikalau pemerintah gencar – gencarnya dalam melakukan impor pangan ke 
Indonesia yang mana Negara Indonesia di katakana sebagai Negara 
kepulauan yang agraris dan maritim. 
Menjadi suatu konsekuensi logis jikalau ada reaksi dari 
masyarakat menolak atas rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah 
B3 di tlogoretno yang berdampak di desa tetangga. Karena yang di 
khawatirkan adalah rusaknya ekologi lingkungan atau merusak ekosistem. 
Karena pada prinsipnya adalah merawat alam menjadi suatu konsesus 
Tuhan yang memberikan amanah kepada manusia agar tetap menjaga dan 
merawat bumi, terutama di bumi nusantara. 
Masyarakat pun geram mengenai adanya pembebasan secara 
terselubung yang di lakukan oleh PT DOWA dari kebutuhan 50 – 60 
hektar, dan yang di bebaskan adalah kurang lebih mencapai 25 hektar. 



































Disisi lain bahwasanya masyarakat merasakan di desa tlogoretno 
mengalami kesulitan untuk mencari air bersih bahkan untuk kebutuhan 
sehari – hari. Dan bahkan warga tlogoretno pun merelakan dirinya untuk 
bertahan hidup dengan mengambil air sumur di desa sebelah yaitu 
sidomukti sejauh 3 km dengan menggunakan pipansi. 
Dan bahkan pandangan dari ketua aktivis lingkungan alam tani 
pun meragukan dengan hasil kajian AMDAL yang justru terkesan tertutup 
dan tidak di publikasikan kepada khalayak masyarakat. Dalam hal ini ketua 
aktivis lingkungan alam tani mempunyai pandangan untuk mosi 
ketidakpercayaan terhadap korporasi atau pengembang yang terkesan 
tertutup. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran bagi masyarakat terkait 
dengan adanya penolakan yang di lakukan oleh masyarakat. 
Namun disisi lain menariknya dari pihak pengembang sudah 
memberikan bantuan CSR yang di lakukan oleh pihak pengembang untuk 
menarik simpatik dari masyarakat. Padahal manakala pembangunan pabrik 
tersebut masih belum di lakukan maupun di laksanakan. Dan ketua aktivis 
lingkungan alam tani pun mempunyai pandangan bahwasanya rencana 
tersebut berdekatan dengan sektor kelautan. Dan pandangan dari ketua 
aktivis menilai banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. 
Mengenai hasil studi kelayakan AMDAL , selama ini dari 
pengembang tidak ada sosialisasi secara menyeluruh dan kurang begitu 
terbuka. Dan memang dari ketua aktivis lingkungan pun menyadari bahwa 



































provinsi jawa timur membutuhkan pabrik pengolahan limbah B3 untuk 
mengantisipasi  pembuangan limbah secara sembaeangan. Dan yang pasti 
pandangan masyarakat pun masih kurang percaya terhadap pemerintah 
jikalau ada pengawasan atau pemantauan bagi pelaku industri. 
Mengenai dengan adanya regulasi dari Perda No. 5 tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasal 48 ayat (6), 
kabupaten lamongan belum masuk dalam kategori pembangunan pabrik 
limbah pabrik B3, dalam aturan tersebut yang berbunyi:  dalam perencaan 
pengembagan TPA regional meliputi Kabupaten Gresik melayani Kota 
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Malang Raya yang 
melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, Mojokerto  
yang meayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Madiun yang 
melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Kediri yang melayani Kota 
Kediri, dan Kabupaten Kediri, Blitar yang melayani Kota Blita dan 
Kabupaten Blitar, Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten 
Pasuruan, dan Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan 
Kabupaten Probolinggo. Seperti halnya yang di sampaikan pernyataan di 
bawah ini: 
“...Selama ini tidak ada sosialisasi kepada warga secara menyeluruh, 
dan bahkan kurang begitu terbuka soal hasil study kelayakan AMDAL 
nya, kami sadar memang Provinsi Jawa Timur membutuhkan pabrik 
pengelolaan limbah B3 untuk mengatisipasi dampak pembuangan 
limbah B3 secara sembarangan, ketika pabrik pengolah limbah 
berjalan, apakah pemerintah siap hadir mengontrol bagi pelaku 
industri membuang limbah sembarangan. Jika tidak hanya akan 
membuat keterpurukan bagi masyarakat, sampai sekarang masih 



































belum jelas mengenai RTRW (rencana tata ruang wilayah) Provinsi 
Jawa Timur tidak ada pembahasan sama sekali tentang pendirian 
pabrik pengolah limbah B3 di kawasan Brondong Lamongan, tiba-tiba 
Bupati mau bangun industri limbah iki jelas-jelas melanggar undang-
undang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 5 tahun 2012  RTRW tahun 2011-2031 mas mengacu 
pada pasal 48 ayat (6) dalam perencaan pengembagan TPA regional 
meliputi Kabupaten Gresik melayani Kota Surabaya, Kabupaten 
Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Malang Raya yang melayani Kota 
Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, Mojokerto  yang meayani 
Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Madiun yang melayani 
Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Kediri yang melayani Kota 
Kediri, dan Kabupaten Kediri, Blitar yang melayani Kota Blita dan 
Kabupaten Blitar, Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan 
Kabupaten Pasuruan, dan Probolinggo yang melayani Kota 
Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo…”68 
 
Pernyataan yang di sampaikan oleh bupati lamongan H. Fadeli 
diatas terkesan kontradiktif dengan adanya perda no. 5 tahun 2012 
manakala lamongan kategori belum masuk kawasan tempat pemrosesan 
akhir (TPA), dan bupati fadeli sudah meng – klaim di hadapan media 
masasa bahwasanya masyarakat bisa menerima dengan adanya rencana 
pembangunan pabrik limbah B3. Sebagai bupati lamongan seharusnya 
bijak dan berpihak kepada kaum marhaen. Hal ini sseharusnya menjadi 
catatan kritis bagi bupati yang tidak melaksanakan tupoksinya untuk 
berpihak kepada kaum marhaen dan terkesan ingin mengurangi sektor 
pertanian dan perikanan yang ada di lamongan. 
Mengenai tindak lanjut dalam benturan dasar hukum perda 
provinsi jatim no. 5 tahun 2012 tentang RTRW dengan fenomena yang ada. 
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Setidaknya ada kajian – kajian telaah komprehensif melalui Forum Group 
Discussion (FGD) dengan adanya urgensi dengan adanya pembangunan 
pabrik pengelolaan limbah B3 di lamongan apakah dalam rencana tersebut 
ada manfaatnya maupun mudhorotnya. Seperti haalnya statement di bawah 
ini: 
“...Untuk menentukan masa depan rencana pembangunan limbah B3 
perlu ada kajian lebih lanjut, mengadakan FGD forum grup diskusi 
sesuai dengan  apa urgensi pengelolahan B3 adakah manfaat di 
masyakat pantura sendiri, rasa keprihatinan dan miris dimasyarakat 
karena sifat limbah B3 memiliki kandungan, sifat korosif, mempunyai 
sifat irritated, termasuk pada bahan radioaktif, mengandung racun, 
dapat menyebabkan iritasi, mudah meledak, mudah terbakar, 
mempunyai sifat reaktif. Bagi saya mas tinggal di wilayah pantura 
lamongan, menimbulkan rasa kekhawatiran tersendiri dimasa 
mendatang…”69 
Hal tersebut menjadi rekomendasi dari hasil FGD yang di kaji 
secara komprehensif untuk memberikan rekomendasi kepada bupati 
lamongan dan gubernur jatim agar tidak tergesa – gesa dalam menentukan 
kebijakan yang di rasa masih belum matang. Sehingga masyarakat bisa 
menilai secara arif dan bijaksana untuk memperbaiki roda kinerja pimpinan 
baik di lamongan maupun di jawa timur. 
Pandangan pernyataan di atas memang pemerintah hadir dalam 
mengatasi persoalan yang terjadi antara masyarakat umum daripada 
pengembang. Dan keberpihakan pemerintah harus ada di masyarakat umum 
daripada pengembang atau pemodal pihak ketiga. Dan memang bukan 
menjadi jaminan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar jikalau ada 
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pembangunan pabrik pengelolaan limbah industry tersebut yang berpihak 
kepada rakyat. Karena  bisa saja pemodal bisa mempunyai kewenangan 
secara sepihak untuk melakukan PHK atau reshuffle pekerja dan 
berdampak pada kemiskinan secara ekonomi di mata masyarakat. 
Wahyu eka setyawan, umur 29 tahun dari Kadiv Walhi Jatim. 
Dalam pandangan prespektif dalam pembangunan pabrik pengolahan 
limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan dalam hal ini wahyu eka aji dari walhi jatim mempunyai 
pandangan secara prespektif menurut masyarakat yaitu: 
“...Oke lek bicara soal limbah perumpaan iku kan ono semacam, ning 
jawa timur  muncul Perda penolakan limbah B3 dibeberapa titik 
Lakardawo, dawer blandong Mojokerto, Ngeluru ambek Lamongan 
seng nyar iki. Soal AMDAL eh keluar kan sebenernya urusan teko 
perusahan, tapi masyarakat bisa mengakses sebagai informasi 
publik, karena sifat amdal posisinya dia bukan untuk menghalang-
halangi pembangunan tetapi sebenarnya ide awalnya ini lebih ke 
langkah prioritas dan juga penanganan pasca adanya satu pelaku 
usaha industri, jadi perlu ditekankan soal AMDAL ini bukan untuk 
mengahalang-halangi tapi sifat amdal secara ide dijadikan salah satu 
syarat dalam mendirikan industri, kemudian soal kebijakan dalam 
proses konteks implikasi dari keselarsan politik kan, kalo ngomong 
soal kaitanya ekologi politik, sangat erat antara kebijakan, 
manejemen, implemetasi, nyambung sebenere mas, lek dikaitno 
ambek implementasi, berbicara mulai kerusakan, keberlanjutan alam 
sekitar,  termsuk nang ekologi…”70 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwas memang sempat ada 
penolakan terkait dengan adanya perda penolakan limbah B3. Dan di 
beberapa titik salah satunya di wilayah jawa timur khususnya di lakardowo, 
kabupaten mojokerto. Dan muncul kembali dengan adanya pembangunan 
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pabrik yang ada di lamongan ini. Dan memang pada dasarnya yang 
menjadi persoalan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan pabrik 
pengelolaan limbah B3 yang di tekankan adalah persoalan AMDAL 
(Analisis Dampak Lingkungan). Namun dari pihak pengembang tersendiri 
seolah – olah tidak mau memberikan keterbukaan kepada masyarakat 
sekitar maupun publik dan terkesan paradigma yang di bangun oleh 
pengembang adalah dengan adanya AMDAL justru terkesan menghalangi 
proses dengan adanya pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 yang di 
rencanakan. 
Keselarasan antara masyarakat dan elite politik memang di 
haruskan untuk mewujudkan tatanan pelaksanaan demokrasi yang baik dan 
sejahtera. Dan memang pada dasarnya pemerintah baik pusat, provinsi 
maupun kabupaten mempunyai kewenangan secara legal formil dalam 
memberikan izin pendirian pabrik limbah B3. Namun jikalau berbicara 
persoalan ekologi politik yaitu kebijakan, manajemen dan implementasi. 
Namun disisi lain harus mempertimbangkan dampaknya. Sehingga 
masyarakat pasti khawatir akan kerusakan lingkungan maupun alam 
sekitarnya. 
Mengenai manajemen operasional mekanisme tata pelaksanaan 
antara di lakardowo dan di brondong itu sama saja, namun hanya pada letak 
perbedaan wilayah antara di kabupaten mojokerto dan di kabupaten 
lamongan. Namun kejadian muncul bahwasanya pihak swasta yang 



































mengajukan permohonan pendirian pabrik limbah B3 di lakardowo di 
ambil alih oleh pemerintahan dalam pengelolaan limbah B3. 
Namun yang di jumpai khususnya di Jawa Timur lebih 
menekankan terhadap pengelolaan B3 febih di sentralkan terhadap sektor 
kesehatan di beberapa rumah sakit. Semisal denhan adanya beberapa rumah 
sakit ada tempat pembakaran dalam pemusnahan limbah medis, di sisi lain 
jika rumah sakit tidak memiliki beberapa persyaratan, maka limbah B3 
tersebut di kelola oleh pihak ketiga. Namun hingga kurun waktu ini di 
wilayah Jawa Timur masih belum membahas secara spesifik berbicara 
kebijakan sentral B3. 
Namun saat ini hanya ada pembangunan pabrik limbah B3 hanya 
di titik sentral saja misalnya di lakardowo. Dan memang sejatinya menurut 
saya jikalau ada pelaku industry seharusnya juga mempertimbangkan aspek 
dalam menjaga lingkungan dengan  cara pengelolaan limbah secara 
berkemandirian. Seperti halnya pernyataan dari wahyu eka aji dari walhi 
jatim sebagai berikut: 
“...Sama si mas, sebenarnya hanya beda di wilayahnya saja, untuk 
limbah apa, sama untuk pembangunan limbah sendiri kan menunjuk 
pihak Ketiga bekerjasama cuman yang membedakan kasusnya di 
Lakardowo memang pihak swasta yang mengajukan kemudian 
sekarang diambil alih oleh pemerintah,  soal kebijakan limbah B3 di 
Jawa Timur ini soal kebijakan lingkungan limbah B3 kebijakan 
disentral hanya ada di sektor kesehatan semisal dibeberapa Rumah 
sakit sudah ada pembakaran untuk memusnakan limbah medis, hanya 
rumah sakit tertentu, jika rumah sakit tidak memenuhi syarat maka 
dikelolah oleh pihak ketiga, lha di Jawa Timur belum ada kebijakan 
yang secara spesifik berbicara kebijakan disentral limbah B3. Jadi 
selama ini dia menawarkan kosep tersentral artinya ada pembuangan 



































limbah B3 dikhusus kan di beberapa wilayah tersentral contoh Di 
wilayah Mojokerto untuk Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, soal 
pengelolahan limbah lebih di sarankan dihabiskan ditempatnya jadi 
semacam dia memproduksi apa, dan mengahasilkan apa yang 
dianggap berbahaya residu dan sementara juga mengasilkan 
keuntungan harus bertanggung jawab atas apa ia lakukan,  makanya 
dalam kebijakan disentral sebenarnya dalam bentuk tanggungjawab 
Koorporasi pihak ketiga. Seperti kita tahu, pembangunan dapak 
lingkungan harus seimbang disisi ekonomi harus dilandasi rasa 
keadilan kepada mayarakat, tetapi disisi lain pembangku kepentingan 
harus melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang…”71 
 
Dan pada dasarnya pembangunan pabrik yang berakibat pada 
kerugian masyarakat justru tidak adanya suatu keseimbangan dalam 
ekosistem. Sehingga dengan adanya Undang – Undang No. 32 tahun 2009 
tentang PPLH menjadi pijakan agar pelaku industrialisasi tidak ugal – 
ugalan atau se enaknya saja dalam pembangunan sektor industrialisasi baik 
secara mikro maupun makro. Seperti halnya pernyataan di bawah ini: 
“...Kalo berbicara pada undang-undang 32 tahun 2009 PPLH  
memang setiap perusahaan harus menjaga tidak mencemari 
lingkungan sekitarnya, dalam artian ketika menghasilkan residu 
berbahaya maka harus bertangungjawab atas mereka lakukan, bukan 
dilarikan ke sungai sehingga mencemari lingkungan serta 
membahayakan warga sekitar, sekarang pada satu sisi memang 
berbicara politik ekologi mengacu pada Brayn dan Bailey pertama 
berbicara soal biaya dan keuntungan, yang berkaitan dengan 
lingkungan ketika itu dianggap mengutungkan soal pengelolahan 
limbah tetapi juga merampas hak kehidupan di masyarakat semakin 
membuat petaka buruk, sedangkan dilevel korporet sebagian 
diuntungkan hanya presetase satu sampai sepuluh tetapi yang 
terdampak bukan hanya satu Desa saja. Dan soal keberlangsungan 
ekonomi itu bisa diperbandingan secara empirik, semisal dilahan 
dibangung sebelah mana dan berapa orang yang dirugikan 
kehilangan lahannya ?  yang memasuki pengelolahan limbah tersebut 
                                                          
71 Wahyu Eka Setyawan, wawancara oleh penulis, 18 Juli 2020 



































apakah semuah orang bisa masuk disitu, akan menjadi pekerja harian 
lepas, kalo bicara keberlanjutan pengolahan dibidang pertanian, 
lahan di Jawa Timur semakin sempit dialih fungsikan sebagai industri 
otomatis produksi pangan semakin berkurang, terkedang juga 
masyarakat punya lahan terjerat dengan bibit mahal, secara 
historisnya kita belajar dari sistem pangan, dalam ekologi 
lingkungan…”72 
 
Sumarni, umur 40 tahun dari tokoh masyarakat Desa Tlogoretno, 
Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam pandangan prespektif 
dalam pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Tlogoretno 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam hal ini sumarni 
mempunyai pandangan secara prespektif menurut masyarakat yaitu: 
“...Nggeh mas bener ten Tlogoretno niki wonten rencana 
pembangunan limbah B3, seluruh sampah limbah dari berbagai kota 
akan masuk di nang lamongan mas mangkane warga masyarakat lebih 
mewaspadai bahaya limbah B3 dan dampak e untuk jangka panjang 
terhadap lingkungan ekolgi, perlu ditekankan serta di tegaskan 
apabila pabrik pengola limba itu berdri. Untuk mayoritas masyarakat 
disini menolak keras melakukan aksi seruan baik secara langsung 
maupun melalui media sosial, waktu itu mas dari berbagai elemen 
masyarakat Desa Sendangharjo, Brengkok, Sidomukti, dan Tlogoretno 
yang terdampak, perlu disayangkan pernyataan Bupati Lamongan 
Fadeli bahwasanya mereka menghiyakan mengagap tidak ada 
penolakan dari warga, tentunya berbanding terbalik sesuai dengan 
fakta dan realita yang ada…”73 
 
Pernyataan di atas menunjukan sikap dari masyarakat untuk 
menolak keras dengan adanya pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 
di tlogoretno dengan alasan bahwasanya seluruh sampah limbah dari 
berbagai kota akan masuk di kawasan lamongan. Dan ini menjadi suatu 
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kewaspadaan dari masyarakat sekitar dengan alasan karena dapat 
berdampak pada kerusakan ekologi. Dan memang menjadi suatu catatan 
keras bagi elite politik untuk mengurungkan niatnya dalam memberikan 
izin pendirian limbah pabrik tersebut dan menyatakan mosi menolak 
kepada pengembang pabrik pengelolaan limbah B3. Jumlah massa terkait 
dengan aksi seruan penolakan bukan hanya dari desa tlogoretno, melainkan 
dari desa sebelah yaitu desa sendangharjo, desa brengkok dan sidomukti. 
Dalam dinamika polemik problematika yang terjadi dalam 
fenomena pendirian pabrik memunculkan berbagai macam keresahan yang 
di dapat oleh masyarakat mengenai kekhawatiran. Mengenai wacana soal 
limbah B3. Pandang tersebut apakah pemerintah mampu mengontrol 
jikalau adanya realisasi pembangunan pabrik. Namun disisi lain warga juga 
meng – apresisasi dengan pelaku industry jikalau mengedepankan aspek 
lingkungan yang positif. Dan dari pihak pengembang harus bertanggung 
jawab atas perusahaan yang di produksi dengan hasil dan keuntungan maka 
harus di kelola dengan perusahaan dengan sendirinya. Seperti halnya 
wacana pandangan dari unsure tokoh masyarakat (sumarni) yaitu: 
“...Tentu sebagai masyarakat awam yo selalu khawatir mas kerunggu 
soal limbah B3, merasa ketakukan apas sih manfaat jika di Desa 
kami ada pabrik limbah itu, bisa tidak mencari solusi lain mencari 
titik tengah anggapan saya jika terjadi, sanggup tidak pemerintah 
mengontrolnya, bagi para pelaku industri, dengan itikad yang baik 
mengolah sendirinya, serta bertanggungjawab atas mereka 
memproduksi apa dapat hasil dan keuntungan maka sisa limbah 
produksi tersebut harus lakukan pengelolah sendirinya, tentu saja 
akan mendapat apresiasi dari warga jika pelaku industri 
memperhatikan aspek lingkungan sekitar perlu adanya kedaran bagi 
pelaku industri memperhatikan dampak positif apa dan negatifnya. 



































Dan sementara iki kalo enggak salah 50hektar mas, sebutulnya lahan 
tersebut bukan milik warga Tlgoretno kebanyakan lahan itu yang 
memiliki orang Brengkok, sidomukti sebagaian tlogoretno hanya 
beberapa saja, mau gimana lagi mas awalnya tidak mengetahui untuk 
apa lahannya lha wong makelar membelinya waktu itu, dengan 
begitu tau sekarang masyarakat enggan menjual lahan. Saiki wis 
podo ngerti kabeh soal isu pembangunan limbah itu...”74 
 
Namun disisi lain pernyataan dari tokoh masyarakat bahwasnya 
lahan 50 hektar itu bukanlah sepenuhnya milik warga tlogoretno, 
melainkan lahan tersebut juga milik warga brengkot dan sidomukti. Dan 
memang pada awalnya tidak mengetahui transaksi tersebut yang di lakukan 
oleh pemilik lahan kepada makelar. Sehingga usut punya usut masyarakat 
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Meskipun dengan adanya jaminan suatu regulasi undang-undang 
perlingdungan pengelolaan lingkungan hidup PPLH Nomor 32 tahun 2009  baik 
Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, Dinas KLHK, dan Pemerintah Desa 
lebih sikap dalam pengawasan pelaku industri atau pihak korporasi melanggar 
sesuai dengan aturan tertulis, meberikan penindakan lebih lanjut jikalau 
perusahaan ugal-ugalan tidak mengidahkan serta memperhatikan aspek ekologi 
lingkungan. 
Fenomena terjadi perbedaan yang kontras antara unsur birokrat desa 
dengan masyarakat setempat dengan adanya rencana pembangunan pabrik 
pengelolaan limbah B3 di Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten 
Lamongan. Dalam konteks ini manakala kepala desa dan sekretaris desa 
mempunyai pandangan yang dilematis dengan adanya rencana pembangunan 
pabrik pengelolaan limbah B3 dan dari unsur masyarakat justru menolak keras 
dengan adanya pembangunan pabrik pengelolaan limbah B3 di Desa Tlogoreto 
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. 




































1. Memperhatikan dengan adanya pembebasan lahan secara misal dari target 
awal 50 hektar dengan realisasi 25 hektar yang di beli oleh makelar dengan 
membiaskan alih fungsi untuk pembangunan pabrik limbah B3 yang di 
lakukan oleh PT PPLI dan PT DOWA, maka perlu ada ketegasan atau 
kejujuran di dalam bangsa dan bernegara ini. Memperhatikan dengan 
pemasifan sektor industrialisasi dan berkurangnya sektor agrarian 
berpotensi akan ketahanan pangan semakin lemah dan tidak mencerminkan 
sikap nasionalisme Indonesia. 
2. Memperhatikan dengan adanya penolakan dari warga sekitar, oleh karena 
itu dari pihak pengembang ketiga untuk mengabaikan atau mengurungkan 
niatnya untuk membangun pabrik pengolahan limbah B3 di desa 
Tlogoretno, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang berpotensi 
pencemaran lingkungan sehingga terjadi kerusakan alam. 
3. Setidaknya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 
dan bahkan pemerintah desa untuk mempertimbangkan atau meninjau ulang 
kembali dengan adanya investor asing maupun kapitalisme pribumi yang 
tidak mencerminkan sikap ideologi pancasila yang berpotensi dapat 
memecah belah bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi kapitalisme 
yang semakin masif. Dan pemerintah harus arif dan bijaksana dalam 
menentukan kebijakan yang berpihak kepada kaum marhaen atau rakyat 
semesta. 
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